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HALAMAN MOTTO  

يْهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَلَيْهِمْْۗ اِنَّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُمْْۗ   رُهُمْ وَتزَُك ِ خُذْ مِنْ امَْوَالِهِمْ صَدقََةً تطَُه ِ

ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ   وَاللّٰه

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan 

mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah 

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

(At-Taubah:103)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق
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 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...
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 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -
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 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

ي ْعًا لُ لِلِِ  ا - مُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS 

MELALUI PROGRAM DIY SEHAT MENURUT FIKIH ZAKAT (STUDI 

IMPLEMENTASI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 

Aini Syifa Mazida  

ABSTRAK  

Penyandang disabilitas merupakan salah satu dari golongan yang berhak menerima 

zakat dalam program BAZNAS DIY khususnya pada program DIY Sehat, namun 

golongan ini belum ditemukan pada Al-Qur’an dan fikih zakat secara spesifik 

menyebutkan mengenai penyandang disabilitas berhak menerima zakat. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pendistribusian zakat bagi 

penyandang disabilitas melalui program DIY Sehat oleh BAZNAS DIY dan 

meneliti pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk penyandang 

disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS 

DIY). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

dan mengambil lokasi di Jogja. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 

pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS DIY terhadap 

penyandang disabilitas dengan berdasarkan skala prioritas yang mana 

pendistribusian zakat pada program DIY Sehat termasuk dalam skala prioritas yang 

kecil bantuan bersifat konsumtif yaitu berupa uang yang digunakan untuk 

pengobatan maupun alat bantu, dan BAZNAS DIY juga tidak bekerjasama dengan 

pihak manapun. Kemudian menurut fikih zakat terhadap kebolehan penyandang 

disabilitas berhak menerima zakat adalah boleh, karena bahwasnaya penyandang 

disabilitas yang dimaksud adalah penyandnag disabilitas miskin. 

Kata Kunci: Distribusi Zakat, Penyandang Disabilitas, BAZNAS DIY 
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DISTRIBUTION OF ZAKAT FOR PERSONS WITH DISABILITIES 

THROUGH DIY SEHAT PROGRAM ACCORDING TO FIKIH OF 

ZAKAT (STUDY IMPLEMENTATION OF BAZNAS, SPECIAL REGION 

OF YOGYAKARTA) 

Aini Syifa Mazida 

ABSTRACT 

Persons with disabilities are one of the groups entitled to receive zakat in the 

BAZNAS DIY program, especially in the DIY Sehat program, but this group has 

not been found in the Al-Qur'an and zakat fiqh specifically mentioning persons with 

disabilities are entitled to receive zakat. This study aims to examine the 

implementation of the distribution of zakat for persons with disabilities through the 

DIY Sehat program by BAZNAS DIY and examine the views of zakat fiqh 

regarding the distribution of zakat for persons with disabilities at the National Amil 

Zakat Agency for the Special Region of Yogyakarta (BAZNAS DIY). This research 

is field research with a qualitative approach and takes place in Jogja. The results of 

this study found that the implementation of the distribution carried out by BAZNAS 

DIY to persons with disabilities was based on a priority scale where the distribution 

of zakat in the DIY Sehat program was included in a small priority scale. 

Consumptive assistance was in the form of money used for treatment or aids, and 

BAZNAS DIY also does not cooperate with any party. Then according to the fiqh 

of zakat regarding the permissibility of persons with disabilities the right to receive 

zakat is permissible, because the person with disabilities in question is a person with 

disabilities who is poor. 

Keywords:Distribution of Zakat, Persons with Disabilities, BAZNAS DIY 
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KATA PENGANTAR  

 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللّٰه

نْياَ وَالدِِّينِ، وَالصَّلاةَُ وَالسَّلامَُ   ِ رَبِِّ الْعَالمَِينَ، وَبهِِ نَسْتعَِيْنُ عَلَى أمُُورِ الدُّ الْحَمْدُ لِِلََّ

ا بَعْدُ   عَلىَ أشَْرَفِ الـمُرْسَلِينَ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ أجَْـمَـعِينَ، أمََّ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

tiada Tuhan selain Allah, segala pujian dengan kemuliaan dan keagungan-Nya 

hanyalah milik-Nya. Pujian atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada 

hamba-Nya yang selalu banyak meminta dan membutuhkan petunjuk, taufik dan 

pertolongan-Nya. Tak lupa shalawat dan salam bagi kekasih Allah yang menjadi 

panutan umat sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa 

menemukan sosok ideal dalam berkehidupan.  

Penulisan skripsi ini diawali dengan tujuan semata-mata mengharapkan 

rahmat dan ridho Allah SWT, agar tulisan ini memberi manfaat kepada muslim dan 

muslimat yang senantiasa haus akan ilmu dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lepas juga manfaat tersebut dapat dirasakan 

bagi penulis. Alhamdulillah hirabbil’laamiin atas segala kemudahan yang Allah 

berikan dalam semua kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan 

penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana 

Hukum pada Program Studi Ahwal Syahkshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia.  

Tak lupa memohon ampun kepada Allah SWT karena penulis menyadari dalam 

proses pembuatan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan sehingga penulis 

memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan. Sehingga 
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petunjuk dan kemudahan itu dapat penulis rasakan dengan adanya bantuan dari 

banyak pihak, berbagai bimbingan, serta arahan dari orang yang senantiasa 

membersamai dan memotovasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, 

secara pribadi penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:  

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia.  

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia.  

3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal 

Syakhshiyah.  

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal 

Syakhshiyah.  

5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Dosen 

Pembimbing Akademik.  

6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.  

7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.  

8. Bapak H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang 

Pendistribusian dan  Pendayagunaan yang bersedia menjadi narasumber 

dalam pembuatan skripsi ini. 

9. Bapak Edi Purnama, S.Pd.i selaku Unit Pelaksana Bidang Pendistribusian 

dan Pendayagunaan BAZNAS DIY yang bersedia menjadi narasumber 

dalam pembuatan skripsi ini.  
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10. Abah dan Mama yang selalu membersamai, mendoakan dan 

membanggakan segala yang ada pada anak bungsunya ini, tak pernah luput 

penulis mendoakan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka. 

11. Kakak perempuan yang sangat menginspirasi dalam menempuh pendidikan 

dan membersemai dalam setiap proses berkehidupan yang menjadikan 

panutan dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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inspirasi, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebermanfaatan dari zakat kepada para muzakki zakat atau orang yang 

berhak menerima zakat merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan umat 

Islam. Kesejahteraan itu dapat dirasakan apabila selain faktor ekonomi yang 

mencukupi, juga salah satunya faktor kesehatan. Setiap manusia hakikatnya 

ingin dilahirkan dalam keadaan normal, namun karena disebabkan berbagai hal 

tidak sedikit yang terlahir dalam keadaan cacat ataupun fisiknya tidak senormal 

orang lain sehingga bisa disebut juga dengan penyandang disabilitas atau cacat. 

Dengan demikian penyandang disabilitas disini bisa kita sejahterakan maupun 

bisa kita penuhi haknya, karena para penyandang disabilitas ini mempunyai hak 

yang sama untuk bisa hidup layak. 

Rukun Islam menyebutkan zakat bisa menjadi salah satu landasan keimanan 

seorang muslim dan juga menjadi indikator kualitas keislaman yang merupakan 

bentuk solidaritas seorang muslim dengan muslim yang lain,1 maka zakat bisa 

menjadi fasilitator bagi penyandang disabilitas untuk terpenuhi haknya dalam 

hal kesehatan. Karena zakat merupakan salah satu media Islam dalam tolong-

menolong (ta’awun) bagi orang-orang yang tidak berdaya ataupun lemah, 

dengan cara pendayagunaan dan manfaat dari dana zakat yang dikumpulkan 

 
1 Ali Ridlo, “Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal : Al-‘Adl, Vol. 7, No. 1, 

(2014), hlm. 119. 
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dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Kewajiban zakat ini telah 

disebutkan dalam firman Allah SWT: 2  

يْهِمْ  بِهَا وَصَل ِ  عَلَيْهِمْ   رُهُمْ  وَتزَُك ِ  خُذْ  مِنْ  امَْوَالِهِمْ  صَدقََة   تطَُه ِ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan 

menyucikan mereka,”3 

 

Definisi zakat apabila dilihat dari segi bahasa berasal dari kata zakā yang 

artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Kemudian zakat ini juga artinya adalah 

suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur’an 

dan Hadits.4 Sehingga pengertian zakat jika dilihat dari segi istilah merupakan 

jumlah kekayaan yang dikeluarkan atas kewajiban kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya, dengan demikian jumlah yang dikeluarkan tersebut 

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari 

kebinasaan.5 Adapun definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam.6 Adanya kewajiban zakat ini 

memiliki fungsi bagi wajib zakat maupun penerima zakat, yaitu pada fungsi 

ibadah dan fungsi sosial. Pada fungsi ibadah zakat ini bersifat vertikal 

(habblum-minallah) sebagai pembentuk karakter atau kepribadian yang baik 

bagi seorang muzakki maupun para mustaḥiq, sedangkan fungsi zakat bersifat 

sosial ini berdimensi horizontal (habblum-minannas) yaitu antar manusia.  

 
2 QS. At-Taubah ayat 103 
3 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022). 
4 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Litera antar Nusa : Bogor, (1999), hlm. 34. 
5 Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional”, Jurnal : Asy-

Syukriyyah, Vol. 20, No. 1, (2019), hlm. 35. 
6 Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat. 
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Urgensi zakat dengan penyandang disabilitas dalam kenyatannya masih 

kurang tersorot, akibatnya pemenuhan kesejahteraan berupa faktor ekonomi dan 

kesehatan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari penyandang disabilitas 

ini masih harus diperhatikan lagi. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa jumlah 

dari penyandang disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan 

ada sebanyak 26.866 (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam) 

orang yang mengalamai disabilitas dengan kategori berbeda-beda di setiap 

kabupaten kota yang ada di DIY.  

Tabel 1.1  Data Penyandang Disabilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial Tahun 2021 
No PPKS 

K
u
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n

 P
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o
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l 
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u
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id

u
l 

S
le
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Y
o

g
y

a
k

a
rt

a
 

J
u

m
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h
 

Kategori Jenis 

Disabilitas 

1 Mental Psikotik 444 365 197 466 347 1.819 

2 Sensorik Netra 390 491 706 459 146 2.192 

Runguwicara 448 458 745 597 167 2.415 

3  

 

Fisik 

Eks Kronis 187 139 325 189 145 985 

Tubuh Kaki 1.070 955 1.397 1.104 294 4.820 

Tubuh 

Tangan 

288 365 664 327 86 1.730 

Tubuh 

Bungkuk 

156 234 286 122 33 831 

Tubuh Kerdil  27 73 91 41 17 249 

4 Intelektual Mental 

Retardasi 

1.539 1.837 2.183 2.226 551 8.336 

5 Ganda Ganda 244 385 412 338 89 1.468 

6 Tidak 

Diketahui 

Jenis 

Kecatatannya 

NA 178 610 466 710 57 2.021 

 Jumlah  4.971 5.912 7.472 6.579 1.932 26.866 

Sumber Data Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20217 

 

 
7 Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, “Penyandang Disabilitas Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Tahun 2021”, dikutip dari https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-

content/uploads/2022/07/PPKS-PENYANDANG-DISABILITAS-2021.pdf , diakses pada hari 

Jum’at 16 September 2022 jam 14.30 WIB. 

https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2022/07/PPKS-PENYANDANG-DISABILITAS-2021.pdf
https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2022/07/PPKS-PENYANDANG-DISABILITAS-2021.pdf
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Dari keseluruhan jumlah tersebut kategori disabilitas fisik termasuk yang 

terbanyak yaitu 8.615 (delapan ribu enam ratus lima belas) orang dibandingkan 

dengan kategori lain (mental, sensorik, intelektual, ganda, tidak diketahui jenis 

kecatatannya). Dari beberapapa kategori maupun jenis disabilitas diperlukan 

perhatian khusus terhadap kesejahteraan kesehatannya berbentuk aksesibilitas 

(alat bantu), rehabilitas, maupun pengobatan gratis bagi mereka yang tidak 

mampu untuk mendapatkan hal tersebut. Yang mana zakat ini selain 

mendistribusikan dana tersebut berbentuk ekonomi produktif bagi penyandang 

disabilitas seperti modal dana untuk usaha, juga bisa berbentuk pemberdayaan 

berupa kesehatan bagi penyandang disabilitas, Sehingga bentuk dari 

perwujudan tersebut bisa didapatkan melalui Badan Amil Zakat Nasional 

Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) dalam program DIY Sehat.  

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini sesuai dengan 

Keputusan Presiden RI Tahun 2001 Nomor 8 Tahun 2001 yang diperkuat 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Menguatkan posisi BAZNAS sebagai Lembaga berwenang yang berfungsi 

untuk menghimpun, mengelola dan mempermudah pendistribusian zakat bagi 

yang berhak menerima. Sehingga BAZNAS ini selain menuntaskan 

problematika kesejahteraan ekonomi umat juga kepada kesejahteraan 

kesehatan, hal ini dilakukan oleh BAZNAS DIY sebagaimana pada program 

DIY Sehat. Dalam program DIY Sehat dijelaskan bahwa program ini 

merupakan penyaluran di bidang kesehatan yang bertujuan membantu 

masyarakat dalam pengobatan dan rehabilitas, yang mana bentuk bantuan 

tersebut seperti: 1) Bantuan biaya pengobatan; 2) Bantuan kursi roda; 3) 
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Bantuan alat berjalan; 4) Bantuan alat pendengaran; 5) Bantuan kesehatan lain 

sesuai observasi.8 

Dari deskripsi program DIY Sehat kita dapat mengetahui bahwa bantuan 

yang disediakan berasal dari wajib zakat (muzakki) yang kemudian dana zakat 

tersebut di kelola, dihimpun dan didistribusikan oleh BAZNAS DIY, yang 

mana sasaran dari pendistribusian tersebut salah satunya adalah penyandang 

disabilitas DIY. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa dana zakat 

harus di distribusikan kepada 8 (delapan) golongan yaitu: Fakir, miskin, ‘āmil, 

mu’allaf, hamba sahaya, gārīmin, fīsabīlillāh, ibnu sabīl. Yang mana dari 

golongan tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai keberadaan 

penyandang disabilitas sebagai golongan yang berhak menerima zakat, namun 

banyak para ulama yang berpendapat bahwa penyandang disabilitas adalah 

orang yang tergolong lemah dan tidak berdaya.9 Hal ini dikarenakan adanya 

keterbatasan fisik/intelektual/mental/sensorik yang menyebabkan 

terhambatnya aktifitas keseharian bagi orang yang mengalami disabilitas, 

sehingga dalam pemenuham kehidupan sehari-hari seperti ekonomi yang 

kurang mencukupi kehidupan berpengaruh juga terhadap kesehatan yang 

seharusnya diperhatikan dan dipenuhi. Dengan ini BAZNAS DIY pada program 

DIY Sehat dapat menjadi fasilitator untuk pemenuhan kesejahteraan 

penyandang disabilitas DIY, bisa melalui pemberian bantuan konsumtif baik 

berupa bantuan alat penunjang seperti kursi roda, alat pendengaran, kaki palsu, 

 
8 Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “DIY 

Sehat”, dikutip dari https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128 diakses pada hari Sabtu tanggal 

17 September 2022 jam 19.30 WIB. 
9 Agus Rianto, “Pemberdayaan Masyarakat Muslim Penyandang Cacat/Disabilitas 

Melalui Pemanfaatan Dana Zakat (Kajian dari UU No. 23 Tahun 2011)”, Jurnal : Jurnal of Law 

Society, and Islamic Civilization, Vol. 4, No. 2, (2016) 

https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128
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maupun alat bantu yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan penyandang 

disabilitas tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas pendistribusian zakat kepada penyandang 

disabilitas merupakan sesuatu yang baru dan di dalam Al-Qur’an tidak secara 

spesifik disebutkan mengenai penyandang disabilitas berhak menerima zakat, 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan 

pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas DIY melalui program DIY 

Sehat,  sehingga apakah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS 

DIY kepada penyandang disabilitas sebagai sasaran pendistribusian zakat 

melalui program DIY Sehat sudah tepat atau belum menurut fikih zakat. Oleh 

karena itu hal tersebut akan disampaikan melalui penelitian ini yang berjudul 

Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIY Sehat 

Menurut Fikih Zakat (Studi Implementasi BAZNAS Daerah Istimewa 

Yogyakarta). 

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang, penelitian ini fokus dalam dua rumusan masalah, 

yaitu:  

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola Badan Amil 

Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) bagi 

penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat?  

2. Bagaimana pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk 

penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa 

Yogyakarta (BAZNAS DIY)?  
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, 

maka penelitian ini memiliki tujuan:  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola 

BAZNAS DIY bagi penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat.  

b. Untuk menjelaskan pendistribusian zakat di BAZNAS DIY bagi 

penyandang disabilitas menurut fikih zakat. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:  

a. Manfaat Teoritis  

Secara teorotis, hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi 

kajian ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terkhususnya pada 

Zakat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 

bagi BAZNAS DIY. 

b. Manfaat Praktis  

1) Secara praktis bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai tugas 

akhir penyelesaian program studi Ahwal Syakhshiyah.  

2) Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi BAZNAS DIY sebagai 

bahan utama dalam memutuskan pendistribusian zakat. 

3) Bermanfaat bagi penyandang disabilitas, bahwa mereka 

memiliki hak untuk mendapatkan zakat dari para muzakki.  
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D. Sistematika Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umuum penelitian seperti, latar 

belakang, pemilihan judul Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang 

Disabilitas Melalui Program DIY Sehat Menurut Fikih Zakat (Studi 

Implementasi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta).  

BAB II:  KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA  

TEORI 

Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang kajian penelitian 

terdahulu dan kerangka teori dimana peniliti membahas mengenai 

landasan-landasan Zakat, Penyandang Disabilitas, Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS), dan Distribusi Zakat. 

BAB III:  DESKRIPSI DATA PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai metode-metode penelitian yang 

digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian. 

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah 

peneliti laksanakan, dalam bab ini penulis membahas tentang : (i) 

pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola Badan Amil Zakat 

Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY)  bagi 
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penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat dan (ii) 

pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk 

penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah 

Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY).  

BAB V:  PENUTUP  

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang uraian 

kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran bagi pihak yang 

terkait dengan permasalah dipenelitian ini.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI  

 

A. Kajian Pustaka  

Pada permasalahan yang sudah ditulis, peneliti juga mempelajari dari 

berbagai penelitian yang di dalamnya terdapat data-data yang dibutuhkan. 

Sehingga untuk menghindari kesamaan penulis, maka penulisan skripsi 

mencantumkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi yang ditulis 

oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian yang ditulis Astri 

Fadhilla Nurulita (2019).Penelitian ini membahas mengenai BAZNAS Kota 

Semarang dalam penghimpunan dana bekerjasama dengan UPZ yang ada di 

setiap kecamatan, kemudian juga bekerjasama juga dengan Paguyuban Peduli 

Penyandang Disabilitas (P3D). P3D membantu dalam pendataan penyandang 

disabilitas dan membantu mendistribusikan harta zakat kepada mustaḥiq zakat. 

Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa BAZNAS Kota Semarang 

menganggap penyandang disabilitas termasuk golongan asnāf fakir dan miskin. 

Yang mana pendistribusian zakat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fikih, 

yaitu zakat didistribusikan dengan qimah (senilai) pokok harta zakat yang 

dibutuhkan oleh mustaḥiq. Sehingga perbedaan antara penelitian yang ditulis 

penulis adalah mengenai pendistribusian zakat yang akan disalurkan ke dalam 

program Kesehatan untuk memenuhi hak Kesehatan bagi penyandang disabilitas 

seperti alat bantu maupun pengobatan.10  

 
10 Astri Fadhilla Nurulita, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk 

Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang”, Skripsi S1, Semarang: 

UIN Walisongo, 2019.  
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Penelitian dari Arfan (2021), di dalam penelitian ini membahas pemenuhan 

kebutuhan perekonomian bagi penyandang disabilitas menggunakan cara 

pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ IZI cabang Jawa Timur dengan dua 

model pemberdayaan yaitu rumah kreatif dan tempat usaha. Dengan adanya 

pemberdayaan tersebut akan memberikan manfaat terutama meningkatkan taraf 

kehidupan agar terjadi stabilitas kelompok. Keberhasilan program tersebut 

selain pemberdayaan ekonomi yaitu pengembangan usaha baik dari segi 

manajemen ataupun inovasi para penyandang disabilitas. Dengan demikian 

perbedaan antara penelitian yang ditulis peneliti adalah mengenai pemenuhan 

hak penyandang disabilitas dalam kesehatan yang mana BAZNAS DIY juga 

memiliki program yang bisa memenuhi hak tersebut pada program DIY Sehat.11 

Penelitian dari Muhammad Mifta Naufal An-Nafi’, dari penelitian tersebut 

ditemukan bahwa model pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan UU No. 

23 Tahun 2011 yang menggunakan pola pendayagunaan secara produktif kreatif 

dan produktif tradisional. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa model 

pengembangan SDM tersebut dilakukan dengan metode On the Job, 

Demonstration and Example vestibule dan metode ceramah. Dengan demikian 

adanya model tersebut dapat memperbaiki kendala pola pikir dan keterampilan 

para difabel.12  

Penelitian yang ditulis Ratnasari, di dalam penelitian ini ditemukan 

program-program dari BAZNAS Bone yang mampu menunjang kesejahteraan 

 
11 Arfan, “Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di 

LAZ IZI Cabang Jawa Timur”, Skripsi S1, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2021). 
12 Muhammad Mirta Naufal An Nafa’I, “Modal Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis 

Pengembangan SDM dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Penyandang Difabel (Studi Pada 

Binaan LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Malang)”, Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 

(2021).  
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tersebut seperti program bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dengan 

tujuan masyarakat miskin dapat diperdayakan. Kemudian mustaḥiq di 

dampingin BAZNAS untuk mengasah keahlian dan keterampialn yang 

dimilikinya.13 

Penelitian dari Abdul Latif Rizqon, yang mana hasil dari penelitian ini 

adalah dalam konsep pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan telah 

sesuai dengan konsep Islam pada maqasid asy-syari’ah. Kemudian untuk jenis 

penyaluran zakatnya berisfat zakat komsumtif maupun produktif. Namun 

ternyata pada pelaksanaan manajemen dari pendistribusian zakat BAZNAS Kota 

Yogyakarta secara keseluruhan dalam penerapan pada pendistribusian secara 

keseluruhan sudah maksimal berkesesuaian dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian maqāṣid asy-syarī’ah pada manajemen 

pendistribusian pada BAZNAS Kota Yogyakarta belum sesuai, karena belum 

bisa berperan secara maksimal terkait dengan program pengetasan kemiskinan 

yang mana apabila pada maqāṣid asy-syarī’ah disebutkan mengenai konsep 

kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan kewajiban kepada Allah dan 

sosial. Sehingga ketidaksesuaian disini adalah pada konsep pemenuhan 

kewajiban sosial.14  

Penelitian dari Perlindungan TJ, dari penelitian ini didapatkan bahwa 

startegi pengumpulan dan pendistribusian pada BAZNAS Kota Batam memiliki 

dua sistem yang selalu berasaskan fikih dan berdasarkan program, kemudian 

 
13 Ratnasari, “Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Bone”, Skripsi S1, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, (2018).  
14 Abdul Latif Rizqon, “Manajemen Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqasid Asy-

Syari’ah”, Tesis S2, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2018) 
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juga menggunakan dua cara yaitu mengalokasikan zakat berdasarkan asnāf  dan 

pendistribusiannya berdasarkan program.15  

Yang terakhir penelitian dari Zahratul Hayati Utomo dan A. Syifaul Qulub, 

hasil dari penelitian ini ditemukan bantuan dari BAZNAS yang mengarah 

kepada kesejahteraan masyarakat diantaranya bantuan dhuafa, renovasi rumah, 

sumber air bersih, keagamaan, pemberian ternak dan pertanian, dan bantuan 

untuk pendidikan. Untuk kendalanya masih kurang partisipasi dalam 

terlaksananya program pemberdayaan terkhususnya kepada penyandang 

disabilitas.16 

Dari tujuh penelitian diatas sudah banyak membahas tentang 

pendistribusian zakat bagi disabilitas, tetapi dalam perbedaannya dengan 

peneiliti tulis yaitu: Pertama, pada salah satu program dalam satu payung DIY 

Sehat pada BAZNAS DIY. Kedua, program ini tertuju khusus kepada 

penyaluran di bidang kesehatan dalam bentuk bantuan peralatan/ alat bantu 

khusus fisik. Ketiga, hampir sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

juga pada ekonomi hanya saja dalam pendistribusiannya bersifat pada konsumtif 

saja bukan pemberdayaan. Keempat, penelitian ini ditunjang dengan dasar fikih 

zakat bukan Hukum Islam. 

 

 

 

 
15 Perlindungan TJ, “Pendistribusian Zakat Oleh BASNAZ & LAZ Mesjid Kota Batam 

Kepada Mukallaf Ditinjau dari Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, Tesis 

S2, Riau: UIN Sultas Syarif Kasim, (2014). 
16 Zahratul Hayati Utomo dan A. Syifaul Qulub, “BAZNAS Jawa Timur dan 

Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Ponorogo”, Jurnal : Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 

Vol. 7, No. 3, (2020). 
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B. Kerangka Teori  

Dalam menggali dan menganalisis pokok-pokok dari permasalahan yang 

ada di dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapapa pokok inti teori 

sebagai kajian teori dari penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menjadi acuan 

dalam menggali informasi tentang “Pendistribusian Zakat bagi Penyandang 

Disabilitas Melalui Program DIY Sehat (Studi Implementasi BAZNAS Daerah 

Istimewa Yogyakarta)”. 

1. Zakat 

a. Definisi Zakat  

Salah satu ibadah yang disebutkan dalam rukun islam ini 

merupakan ibadah yamg disyariatkan untuk mengerjakannya bagi 

yang mampu dan telah memenuhi syarat. Yang mana apabila 

mengerjakannya menjadi sarana dalam penyucian jiwa sehingga 

dihindarkan dari sifat kikir. Karena itu definisi zakat berasal dari 

bentuk kata dasar (masdar) dari zakâ yang berarti pertumbuhan (al-

nama’) kesucian (at-ṭaharoh), dan penambahan kebijakan (ziyadah 

al-khair). 17  

Definisi zakat menurut Dr. Yusuf Qardawi adalah “Sejumlah 

harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-

orang yang berhak.”18 Menurut Abdul Ghofur bahwa zakat secara 

bahasa yaitu tumbuh, berkembang, suci, dan kesalehan. Dengan 

adanya zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, dan 

 
17 Iham, “Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya 

Memberantas Kemiskinan”, Jurnal: Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 4 
18 Yusuf Qardawi, Fiqhuz-Zakat, hlm. 34-35. 
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dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari sifat kikir dan 

dosa.19 Dari definisi tersebut maka pengertian zakat merupakan 

jumlah kekayaan yang dikeluarkan atas kewajiban kepada orang-

orang yang berhak menerimanya, dengan demikian jumlah yang 

dikeluarkan tersebut menambah banyak, membuat lebih berarti, dan 

melindungi kekayaan dari kebinasaan.20 

Definisi zakat juga dikemukakan oleh beberapapa mazhab, 

seperti Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i dan 

Mazhab Hanbali.  

1) Menurut Mazhab Maliki, zakat didefinisikan dengan 

mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah 

mencapai batas kuantitas minimal yang mewajibkan 

zakat kepada orang yang berhak menerimanya.  

2) Mazhab Hanafi, zakat didefinisikan dengan menjadikan 

sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus 

sebagai milik orang yang khusus, yang dikemukakan 

oleh syariat karena Allah. 

3) Mazhab Syafi’i menjelaskan bahwa definisi zakat 

merupakan ungkapan keluaranya harta sesuai dengan 

cara yang khusus. 

 
19 Astri Fadhilla Nurulita, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk 

Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang”, Skripsi S1, Semarang: 

UIN Walisongo, (2019), hlm. 15. 
20 Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional”, Jurnal : Asy-

Syukriyyah, Vol. 20, No. 1, (2019), hlm. 35. 
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4) Mazhab Hanbali, mendefinisikan zakat hak yang wajib 

dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok 

khusus pula yang sudah diisayaratkan dalam Al-qur’an.21 

Dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib 

dikeluarkan sesuai nisab (batas kuantitas minimal wajib zakat) oleh 

muzakki dan diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu 

mustaḥiq. Dari zakat tersebut akan membawa kebaikan kepada 

wajib zakat, penerima zakat dan harta yang dikeluarkan.  

b. Dasar Hukum zakat  

1) Al-Qur’an dan Hadits 

Hukum zakat tentunya telah disebutkan di dalam wahyu 

Allah berbentuk Al-Qur’an, sehingga zakat merupakan 

kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya dan 

disampaikan lewat Nabi dengan lisan. Dengan demikian 

kewajiban zakat ini telah disebutkan pada firman Allah SWT:22  

يْهِمْ  بِهَا وَصَل ِ  رُهُمْ  وَتزَُك ِ  خُذْ  مِنْ  امَْوَالِهِمْ  صَدقََة   تطَُه ِ

 عَلَيْهِمْ  
Artinya:“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan 

dan menyucikan mereka.”23  

 

Menjelaskan bahwa zakat dan sedekah membersihkan 

mereka dari sifat kikir, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, 

sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan kesengsaraan 

 
21 Nuruddin, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 6-7. 
22 QS. At-Taubah ayat 103. 
23 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022). 
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yang melekat pada manusia. Kemudian kewajiban menunaikan 

zakat ini disebutkan pada firman Allah SWT:24 

كٰوةَ  لٰوةَ  وَاٰتوَُا الزَّ نّٰهُمْ  فىِ الْْرَْضِ  اقََامُوا الصَّ كَّ  الََّذِيْنَ  اِنْ  مَّ

ِ  عَاقِبَةُ  الْْمُُوْرِ   وَامََرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ  وَنهََوْا  عَنِ  الْمُنْكَرِ   وَلِِلّٰ
 

Artinya:“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan 

kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menuanaikan 

zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang 

mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.”25  

 

Disini dijelaskan bahwa Allah akan memberi kedudukan di 

muka bumi bagi kaum muslimin yang menunaikan zakat. Selain 

kewajiban menunaikan zakat yang telah disebutkan di dalam Al-

Qur’an, maka di dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai 

kewajiban zakat. Anas RA. berkata, “Seseorang dari Bani 

Tamim mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, ‘Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, 

keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku apa yang harus 

aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku?” 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda :  

رُكَ وَتصَِلُ     كَاةَ مِنْ مَالِكِ فَإنَِّهَا طُهْرَةٌ تطَُهَّ  تحُْرِجُ الزَّ

 أقَْرِبَاءَكَ وَتعَْرِفُ حَقَّ المِسْكِيْنِ وَالْجَارِ والسَّائلِ

Artinya:“Engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu 

menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu, dan 

engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang yang 

meminta-minta.”26 

 
24 QS. Al-Hajj ayat 41  
25 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022), hlm, 337.  

 
26 Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fikih Sunnah 

Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 69. 
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Kewajiban zakat menjadikan bagi mereka yang tidak mau 

atau enggan membayar zakat akan mendapatkan ancaman yang 

telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya27:  

ا ُ مِن فَضْلِهۦِ هُوَ خَيْر   وَلَْ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَِآ ءَاتىَٰهُمُ ٱلِلَّ

مَةِ    لَّهُم ۖ قوُنَ مَا بَخِلوُا۟ بِهۦِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰ بلَْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ  سَيطَُوَّ   

Artinya:“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir 

dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-

Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal 

(kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan 

itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat.”28 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat 

Sebelum zakat ini diatur dalam undang-undang di Indonesia 

banyak proses di dalamnya, dari sejarah perkembangan dan 

lembaga hukum Islam di Indonesia yang harus melalui proses 

panjang. Sampai dimana penegasan bahwa zakat diatur dalam 

hukum positif sejak Bijbad Nomor 2 Tahun 1893 hingga 

terbitnya Undang-Undang 2Nomor 38 Tahun 1999 yang 

merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap 

institusi zakat dalam bingkai hukum positif dan bertujuan supaya 

kesejahteraan ekonomi antara orang kaya kepada orang miskin 

merata. 29 Sehingga pada tanggal 25 November 2011 mencabut 

 
27 QS. Âli-Imrân ayat 180 
28 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022). 
29 Muhammad Hadi, “Problematika Zakat Profesi dan Solusinya”, Cet.I, (2010), 

Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Belajar, hlm. 81. 
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UU No. 38 tahun 1999 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.   

Telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) pada Bab I Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai kewajiban zakat yaitu: 

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya. Dengan adanya pembaharuan tentang 

pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam penenuaian zakat, selain ditekankan kepada 

wajib zakat juga kepada pengelola zakat yang mana diharapkan 

adanya pengelolaan yang baik sehingga zakat dapat 

dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat. 

c. Macam-macam Zakat 

Zakat secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu Zakat 

Fitrah dan Zakat Maal. Yang dimaksud dengan zakat fitrah atau 

biasa disebut zakat nafs (zakat jiwa) adalah zakat yang wajib 

dikeluarkan pada bulan Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap diri 

muslimin baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil 

maupun orang dewasa. Sedangkan zakat maal adalah bagian dari 

harta kekayaan seseorang termasuk badan hukum yang wajib 

dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai 

selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.30 

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya menyebutkan jenis-jenis zakat 

 
30 Dalhari, “Fiqh Zakat”, Jurnal: At-Tujjar, Vol. 9, No.1, (2021), hlm. 4 
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maal, yaitu : 1) Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga 

lainnya; 2) Zakat atas asset perdagangan; 3) Zakat atas hewan 

ternak; 4) Zakat atas hasil pertanian; 5) Zakat atas hasil olahan 

tanaman dan hewan; 6) Zakat hasil tambang dan tangkapan laut; 7) 

Zakat atas hasil penyewaan asset; 8) Zakat hasil jasa profesi; 9) 

Zakat atas hasil saham dan obligasi. 

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 

Pada firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan 

mengenai siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat.  

دقََاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ   إِنَّمَا الصَّ

ِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ   قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ  سَبِيلِ اللَّّٰ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ ْۗ وَاللَّّٰ  فرَِيضَةً مِنَ اللَّّٰ

Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, ‘āmil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berhutan, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai seuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”31  

Dengan demikian ada 8 (delapan) golongan asnāf  yang berhak 

menerima zakat yaitu :  

1) Fakir ( ٱلْفقَِير), merupakan orang yang tidak memiliki harta benda 

dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-

hari. Seperti dia tidak mempunyai suami, ayah maupun ibu, dan 

keturunan yang bisa membiayai kebutuhannya. Sehingga orang 

fakir ini lebih sengsara dengan orang miskin yang menyebabkan 

 
31 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022). 
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Allah SWT lebih dulu menyebut kata al-fakir dibandingkan 

dengan al-miskin.32 

2) Miskin (الْمَسَ اكِين ِ) yaitu orang yang memiliki harta maupun mata 

pencaharian, tetapi untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari 

belum tercukupi sehingga ia meminta-minta ataupun tidak.33 

Dengan kemudian dari definisi fakir dan miskin dapat 

disederhanakan bahwa yang berhak menerima zakat dari 

golongan fakir dan miskin ini adalah salah satu dari tiga 

golongan, sebagai berikut:34 

a) Mereka yang tidak mempunyai harta dan usaha sama 

sekali.  

b) Mereka yang memiliki harta atau usaha tapi tidak 

mencukupi diri dan keluarganya, yaitu 

penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang 

dari kebutuhan.  

c) Mereka yang punya harta atau usaha tetapi hanya 

bisa memenuhi separuh atau lebih kebutuhan untuk 

diri dan tanggungannya, tapi tidak untuk seluruh dari 

kebutuhan. 

3) ‘Āmil (عَليَْهَا  merupakan orang-orang yang membantu ,(الْعَامِلِينَ 

imam untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya.35 ‘Āmil 

 
32 Ibid, hlm. 92 
33 Asmaji Muchtar, “Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i”, Jakarta, penerbit: AMZAH, 

(2014), hlm. 271. 
34 usuf Qardawi, Hukum Zakat, Litera antar Nusa : Bogor, (1999), hlm. 514 
35 Musthafa Diib Al-Bugha, “Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam 

Madzhab Syafi’i), Penerbit: Media Zikir, Solo, (2009), hlm. 206. 
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ini memiliki berbagai macam tugas dan pekerjaan yang mana 

kesemuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat, seperti 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Dengan demikian ‘āmil ini yang menetukan siapa yang berhak, 

mencari mereka, membagikan maupun mengantarkan zakat bagi 

mereka yang berhak menerimanya.36 

4) Mu’allaf (قلُوُبهُُم الْمُؤَلَّفَةِ  ْ), yaitu orang-orang yang dalam tata 

bahasanya berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk 

tetap berada dalam Islam. Yang mana masih lemah 

keislamannya dan perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam 

Islam, sehingga zakat yang dibagikan untuk dibagikan dan 

memperoleh bantuan mereka dalam mempertahankan umat 

Islam.37 Namun apabila ia masih kafir tetapi ingin masuk Islam 

dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. 

5) Hamba Sahaya (قَاب الر ِ فِي  ِ), al-riqab merupakan bentuk jamak 

dari kata raqabah, yang mana istilah ini di dalam Al-Qur’an 

berkaitan dengan pembebasan atau pelepasan.38 Sehingga 

hamba sahaya merupakan orang yang sedang berusaha 

memerdekakakan dirinya namun tidak mampu ataupun usaha 

untuk memerdekakan hamba. Sehingga apabila zakat cukup 

 
36 Muhammad Hadi, “Problematika Zakat Profesi dan Solusinya”, Cet.I, (2010), 

Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Belajar, hlm. 91-92 
37 Ibid, hlm. 95. 
38 Ibid, hlm. 98.  
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untuk membantu kemerdekaan mereka, mereka akan diberi 

sebanyak yang dibutuhkan.39 

6) Gārīmin, menurut Imam Syafi’i gārīmin ini dibagi menjadi dua 

macam : 

a) Orang yang berhutang demi kepentingannya dan tidak ia 

gunakan untuk maksiat, sehingga apabila ia tidak mampu 

membayarnya baik dengan barang yang dimiliki maupun 

dengan uang, maka ia boleh menerima zakat supaya bisa 

membayar hutangnya tersebut.  

b) Orang yang berhutang guna mendamaikan kelompok 

yang bertikai dan untuk kebajikan.40 

7) Fīsabīlillāh, yaitu orang yang di jalan Allah, jalan Allah ini 

dimaksudkan adalah jalan yang menyampaikan seseorang 

kepada keridhaan-Nya berupa ilmu dan amal.  Dengan adanya 

fīsabīlillāh ini merupakan upaya keperluan pertahanan Islam dan 

kaum muslimin, ada pula yang berpendapat bahwa fīsabīlillāh 

ini juga untuk kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, 

rumah sakit.41 Menurut Rasyid Ridha di dalam al-Manar 

menjelaskan bahwa jalan Allah mencakup segala kemaslahatan 

syara’ yang bersifat umum dan merupakan penopang agama dan 

negara, sehingga tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Termasuk 

 
39 Asmaji Muchtar, “Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i”, Jakarta, penerbit: AMZAH, 

(2014), hlm. 271. 
40 Ibid, hlm. 99. 
41 Sultono Haharap, dkk. “Kontribusi BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian 

Mustaḥiq Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi”, Jurnal : 

LITERASIOLOGI, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 106. 
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dibangunnya madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu syara’ dan 

ilmu lainnya yang akan mendatangkan kemaslahatan umum.42 

8) Ibnu sabīl, merupakan orang yang melakukan perjalanan jauh 

(musafir) dari kampung halamannya dan boleh menerima zakat 

sekedar membantu untuk mencapai tujuannya apabila bekal 

yang dia bawa tidak mencukupi.43 

e. Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat 

Di dalam Al-Qur’an Allah menjelaskan tentang kewajiban 

berzakat kemudian menjelaskan kepada utusannya yaitu Nabi-Nya 

harta mana yang harus dikeluarkan zakatnya, karena di antara harta 

yang dikeluarkan tersebut ada harta yang wajib di zakatkan, ada 

yang tidak wajib, dan ada harta yang tidak ada zakatnya sama sekali.  

1) Orang kaya harta atau yang mempunyai penghasilan banyak, 

karena sesungguhnya zakat itu tidak halal untuk orang kaya dan 

bagi mereka yang kuat dan mampu untuk berusaha. Namun 

Imam Syafi’i mengatakan bahwa seseorang tidak dikategorikan 

orang kaya apabila tidak diketahui jelas keadaan sebenarnya, 

sehingga apabila ada seseorang yang mengaku fakir dan miskin 

meminta zakat dan satu daerah dengan orang yang berzakat, 

maka boleh diberi zakat seumpama tidak ada kesaksian dari 

orang lain yang menyatakan orang tersebut kaya.44 Dengan 

 
42 Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fikih Sunnah 

Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 159-160.  
43 Ibid, hlm. 160. 
44 Asmaji Muchtar, “Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i”, Jakarta, penerbit: AMZAH, 

(2014), hlm. 272.  
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demikian apabila sudah secara jelas dan ada saksi yang 

menyatakan bahwa seseorang itu kaya maupun mampu untuk 

mencukupi kehidupannya maka tidak boleh baginya untuk 

menerima zakat. 

2) Orang-Orang Kafir dan Orang Atheis, zakat tidak boleh diterima 

maupun diberikan kepada orang kafir yang mana orang kafir 

adalah orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Dalam 

Hadits Riwayat Muslim No. 27 menyebutkan: 

َ افْترََضَ عَلَيْهِمْ صَدقََةً تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ  فَترَُدُّ فيِ فقُرََائِهِمْ أنََّ اللَّّٰ  

“Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil 

dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang 

fakir di antara mereka.” 

Yang dimaksud ‘mereka’ merupakan orang-orang kaya 

muslim dan orang-orang-orang fakir muslim.  

3) Bani Hasyim dan Bani Muthalib, hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah yang mana menyebutkan bahwa “Zakat ini adalah 

kotoran manusia. Ia tidak halal untuk Muhammad dan juga 

keluarga Muhammad.” (HR. Muslim 1072).45 Oleh karena itu 

yang dimaksud Bani Hasyim dan Bani Muthalib merupakan 

keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana Ibnu Hazm 

mengatakan bahwa Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak boleh 

dipisahkan dari segi hukum karena mereka adalah satu kesatuan 

 
45 Musthafa Diib Al-Bugha, “Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam 

Madzhab Syafi’i), Penerbit: Media Zikir, Solo, (2009), hlm. 207.  
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(keluarga),46 sehingga Syafi’i juga berpendapat bahwa Bani 

Muthalib dan Bani Hasyim tidak boleh menerima zakat.  

4) Orangtua dan Anak, para ahli fikih sepakat bahwa orangtua, 

kakek, nenek, anak, dan cucu tidak boleh menerima zakat. 

Disebabkan bahwa muzakki wajib menafkahi mereka apabila 

mereka adalah orang-orang fakir dan muzakki merupakan orang 

yang kaya dengan kekayaannya sehingga nafkah diwajibkan 

lebih dahulu daripada zakat.  

5) Istri, bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada istri karena 

muzakki kewajibannya adalah memberikan nafkah bukan zakat. 

Sesuai perkataan Ibnu Mundzir “Para ulama telah sepakat 

bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat kepada 

istrinya.” Dengan adanya nafkah maka istri tidak perlu 

mengambil zakat darinya sebagaimana kedua orangtua.47 

2. Penyandang Disabilitas 

a. Definisi Penyandang Disabilitas  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan 

penyandang sebagai orang yang menyandang atau menderita 

sesuatu,48 sedangkan disabilitas berarti suatu keadaan seperti sakit 

atau cedera yang membatasi kemampuan mental dan fisik 

seseorang. Penggunaan istilah penyandang disabilitas ini menjadi 

 
46 Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fikih Sunnah 

Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 165.  
47 Ibid, 168  
48 KBBI, “Penyandang”https://kbbi.web.id/penyandang , diakses pada 20 September 

2022 pukul 13.00 WIB. 

https://kbbi.web.id/penyandang


27 

 

perbincangan internasional yang mana pada tahun 1976, World 

Health Organization (WHO) menyempurnakan panduan 

International Classification of Diseases memasukkan disabilitas ke 

dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit. Sehingga ditemukan 

rumusan mengenai tiga istilah yang berbeda terkait disabilitas yang 

dipublikasikan pada tahun 1981 sebagai ICIDH (International 

Classification of  Impairment, Disabilities, and Handicaps. Berikut 

penjelasan dari ketiga istilah tersbeut:  

1) Impairment, merupakan hilangnya atau kondisi tidak normal 

pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi 

tubuh.  

2) Disability, merupakan keterbatasan atau kekurangan 

kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang 

pada umumnya.  

3) Handicap, merupakan sebuah ketidakberuntungan pada 

individu akibat dari kelemahan atau disabilitas yang 

membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran 

sosial dan budaya di masyarakat.49 

Pada pembukaan (preamble) UNCRPD (UN Convention on The 

Rights of Person with Disabilities) disebutkan bahwa disabilitas 

didefinisikan suatu konsep yang terus berkembang dan merupakan 

hasil dari interaksi antara individu dengan keterbatasan kemampuan, 

 
49 Said Aqiel Siroj, Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Lembaga Bhatsul 

Masail PBNU, 2018), Cet. 1, hlm. 17. 
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sikap masyarakat dan lingkungan yang menghambat partisipasi 

individu tersebut dalam masyarakat.50 Disabled People’s 

International (DPI) mendefinisikan kekurangan fisik adalah 

keterbatasan fungsional pada seorang individu yang disebabkan oleh 

kekurangan fisik, mental dan sensorik, kemudian disabilitas adalah 

hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian 

dalam kehidupan normal di dalam masyarakat pada tingkat yang 

sama dengan yang lain karena halangan fisik dan sosial.51 

Di Indonesia telah diatur mengenai penyandang disabilitas agar 

hak mereka bisa terpenuhi dan dijaga pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Disini penyandang disabilitas didefinisikan setiap orang 

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dalam berinteraksi 

dengan lingkunannya terdapat hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.52 

Penyandang disabilitas bisa didefinisikan sebagai orang yang 

mengalami keadaan keterbatasan (fisik, intelektual, mental maupun 

sensorik) dalam jangka waktu yang panjang dan menyebabkan 

 
50 Ibid, 18.  
51 Arfan, “Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di 

LAZ IZI Cabang Jawa Timur”, Skripsi S1, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2021), hlm. 58. 
52 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
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keterbatasan dalam melakukan sesuatu kegiatan baik kegiatan 

individu tersebut maupun dengan masyarakat dan lingkungannya. 

b. Kategori Penyandang Disabalitas53  

Penyandang disabilitas memiliki tiga kategori yaitu Berat, 

Sedang dan Ringan yang mana setiap kategori memiliki perbedaan, 

seperti :  

1) Disabilitas Berat, pada kategori ini para penyandang 

disabilitas dikategorikan sebagai Mampu Rawat dan 

biasanya IQ mereka kurang dari 30. Sehingga mereka hanya 

dapat berabring di atas tempat tidur atau hanya duduk di 

kursi roda. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari seperti 

mandi, berpakaian, makan sangat bergantung pada orang 

lain.  

2) Disabilitas Sedang, pada kategori ini penyandang disabilitas 

dikategorikan Mampu Latih, karena masih mampu 

melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri 

sendiri. Kemudian untuk IQ pada penyandang disabilitas ini 

berkisar antara 30-50 sehingga masih bisa dilatih untuk 

aktivitas-aktivitas keterampilan motorik.  

3) Disabilitas Ringan, pada kategori ini penyandang disabilitas 

dikategorikan sebagai Mampu Didik, karena mereka sudah 

dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian 

 
53 Said Aqiel Siroj, Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Lembaga Bhatsul 

Masail PBNU, 2018), Cet. 1, hlm. 22. 
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dan bersosialisasi. Namun mereka dalam aktivitasnya 

menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis 

disabilitasnya, untuk IQ para penyandnag disabilitas ini 

biasanya lebih dari 70, sehingga mereka mampu 

mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah. 

Kemudian juga disebutkan ragam dari penyandang disabilitas 

yang sering kita ketahui seperti penyandang disabilitas fisik, 

intelektual, rungu, wicara, dan netra. Penjelasannya sebagai 

berikut:54  

1) Penyandang disabiliatas fisik, biasa disebut dengan Disabilitas 

Daksa. Penyandang disabilitas ini mengalami ketidakmampuan 

untuk menggunakan kaki, lengan, atau bagian tubuhnya secara 

efektif dikarenakan kelumpuhan, kekakuan atau gangguan 

lainnya. Diakibatkan karena kondisi ketika lahir, penyakit, usia 

maupun kecelakaan, yang mana gangguan ini terhambat secara 

sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat 

sehingga dibutuhkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 

daksa agar bisa berkontribusi dan berpartisipasi di dalam 

masyarakat.  

2) Penyandang Disabilitas Intelektual, biasa disebut dengan 

Disabilitas Mental. Penyandang disabilitas ini adalah mereka 

yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta 

 
54 Ibid, hlm 23-27. 
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gangguan perilaku adaptif. Variasinya sangat banyak seperti 

mengalami down syndrome, autism, kesulitan konsentrasi, dan 

gangguan berfikir sehingga sebagian menyebutnya orang 

dengan gangguan jiwa.  

3) Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara, penyandang 

disabilitas rungu adalah yang mengalami hambatan mendengar 

biasa disebut juga dengan istilah Tuli. Sedangkan disabilitas 

wicara adalah yang mengalami gangguan atau hambatan 

melakukan komunikasi verbal.  

4) Penyandang Disabilitas Netra, biasa disebut dengan Tuna Netra 

yang mana bagi penyandang disabilitas ini mengalami hambatan 

atau gangguan penglihatan atau biasa disebut Buta. Namun tuna 

Netra ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu buta total (totally 

blind) dan disabilitas Netra ringan (low vision). Buta total 

merupakan kondisi dimana tidak dapat melihat obyek sama 

sekali kecuali hanya bayang cahaya sehingga hanya dapat 

membedakan situasi gelap dan terang. Sedangkan disabilitas 

Netra ringan hanya kehilangan sebagian penglihatannya 

sehingga masih bisa untuk beraktivitas dan pada konsisi ini tidak 

dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. 

c. Hak Penyandang Disabilitas 

Di dalam Islam menghargai penyandang disabilitas sama 

dengan menghargai ciptaan Allah. Mereka memiliki hak untuk 

dihormati dan diharagai seperti manusia yang lain karena 
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penyandang disabilitas juga memiliki karamah insaniyah (martabat 

kemanusiaan). Tidak pantas bagi kita sesama muslim mengejek atau 

mengolok-ngolok saudara kita yang memiliki disabilitas, firman 

Allah SWT telah menegaskan dalam agar suatu komunitas tidak 

mengolok-ngolok komunitas lain:55  

 

ا نْ  قَوْم   عَسٰٓى  انَْ  يَّكُوْنوُْا خَيْر   يٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ  اٰمَنُوْا لَْ  يَسْخَرْ  قَوْمٌ  م ِ

نْهُنَّ   وَلَْ  ا م ِ نْ  نِ سَاۤء   عَسٰٓى انَْ  يَّكُنَّ  خَيْر  نْهُمْ  وَلَْ  نِسَاۤءٌ  م ِ  م ِ

ا انَْفسَُكُمْ  وَلَْ  تَ نَابزَُوْا بِالْْلَْقَابِ   بِئْسَ  الِْسْمُ  الْفسُُوْقُ  بعَْدَ   تلَْمِزُوْٓ

ىِٕكَ  هُمُ  الظّٰلِمُوْنَ 
ۤ
يْمَانِ   وَمَنْ  لَّمْ  يَتبُْ  فَاوُلٰ  الِْْ

 

Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum 

mengolok-ngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang 

diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) 

dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-ngolok) 

perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-

olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). 

Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah 

saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. 

Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang 

yang zalim.”56 

 

Kemudian mengenai perlindungan penyandang disabilitas 

dari deskriminasi juga diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas bahwa mereka harus bebas dari 

deskriminasi dan layak dalam pemenuhan hak mendapatkan 

penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan 

kesamaan dengan orang lain. 

 
55 QS. Al-Hujurat ayat 11 
56 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022), hlm, 516. 



33 

 

Di dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan hak-hak yang dimiliki 

oleh penyandang disabilitas, sebagai berikut:57 

1) hidup; 

2) bebas dari stigma;  

3) privasi;  

4) keadilan dan perlindungan hukum;  

5) pendidikan;  

6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;  

7) kesehatan;  

8) politik;  

9) keagamaan;  

10) keolahragaan;  

11) kebudayaan dan pariwisata;  

12) kesejahteraan sosial;  

13) aksesibilitas;  

14) pelayanan publik;  

15) pelindungan dari bencana;  

16) habilitasi dan rehabilitasi;  

17) konsesi;  

18) pendataan;  

19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;  

20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 

21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan  

 
57 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 



34 

 

22) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan 

eksploitasi.  

Pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas 

ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan, menjamin, melindungi 

dan memastikan hak-hak disabilitas yang sudah disebutkan diatas, 

dan dengan adanya undang-undang yang mengatur menjadikan kita 

masyarakat Indonesia saling bahu membahu sebagai wujud dari 

persatuan dan keadilan sosial.  

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah 

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 

presiden melalui menteri.58 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini 

berasal dari pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berasal dari 

non pemerintah atau swasta yang mana keduanya dalam menjalankan 

tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 

BAZNAS didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden 

RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan 

yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) 

pada tingkat nasional.  

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan keberadaan BAZNAS 

sebagai Lembaga yang mengelola dan menghimpun zakat serta 

 
58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Zakat, Pasal 5 ayat (3).  
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mendistribusikannya kepada yang berhak. Sehingga pelaksanaan tugas 

dan fungsi BAZNAS berkesusaian dengan  pedoman yang telah disusun 

terkait pengelolaan zakat sebagai acuan pengelolaan untuk BAZNAS 

tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.59 Pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Pelaksanaan UU 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS 

menyelenggarakan 4 (empat) fungsi sebagai berikut: Pertama, 

perencanaan dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat. Kedua, pelaksanaan dari pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. Ketiga, pengendalian dari pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat, pelaporan dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelilaan zakat.  

Selanjutnya BAZNAS dalam hal pendistribusian zakat ini wajib 

menditribusikannya kepada mustaḥiq sesuai dengan syariat Islam dan 

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemertaan, keadilan, dan kewilayahan.60 

4. Distribusi Zakat 

Zakat memiliki potensi besar untuk mensejahterakan umat secara 

keseluruhan, baik itu kepada wajib zakat maupun penerima zakat yang 

mana zakat ini harus dikelola dengan manajamen yang dibimbing dan 

awasi oleh pemerintah agar amanah, profesional dan integral. Sehingga 

pengumpulan dan pendistribusiannya zakat tersebut tepat kepada 

 
59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4.  
60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat, Pasal 25 dan 26. 
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sasaran, karena zakat merupakan kewajiban yang sifatnya tetap dan 

terus-menerus. 

a. Pengertian Distribusi  

Distribusi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman kepada beberapapa 

orang atau ke beberapapa tempat dapat berasal dari pemerintah, 

penduduk, dan sebagainya.61 Kemudian makna distribusi dalam 

ekonomi Islam sangatlah luas mencakup pengaturan kepemilikan, 

unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan.62  

Zakat secara ekonomi disini berfungsi distributif yang 

artinya pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari 

muzakki kepada mustaḥiq serta zakat memungkinkan adanya alokasi 

komsumsi dan investasi.63 Dapat disimpulkan bahwa distribusi atau 

pendistribusian merupakan aktivitas penyaluran guna 

mempermudah dan memperlancar penyampaian barang dari 

perorangan atau lembaga kepada yang membutuhkan 

pendistribusian maupun yang berhak menerimanya, 

b. Pendistribusian Zakat Menurut Fikih Zakat  

Agar zakat bisa sampai kepada yang berhak menerima, maka 

dalam Islam mengatur secara jelas bagaimana pendistribusiannya 

 
61 Distribusi, https://kbbi.web.id/distribusi , di akses pada 21 September 2022, pukul 

18.30 WIB.  
62 Astri Fadhilla Nurulita, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk 

Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang”, Skripsi S1, Semarang: 

UIN Walisongo, 2019, hlm. 40. 
63 Anita Rahmawaty, Ðistribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemertaan Kesejahteraan 

Melalui Keadilan Distributif”, Jurnal: EQUILIBRIUM, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 12.  

https://kbbi.web.id/distribusi
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atau pembagiannya seperti siapa yang wajib berzakat dan siapa yang 

berhak menerima zakat. Sehingga untuk mendistribusikan zakat 

secara baik diperlukan pemahaman yang dasarnya adalah nash-nash 

syariat. Syariat telah menegaskan lewat firman Allah SWT.64  

دقََاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ    إِنَّمَا الصَّ

ِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ   قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللَّّٰ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ ْۗ وَاللَّّٰ  فرَِيضَةً مِ نَ اللَّّٰ

Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, ‘āmil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berhutan, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai seuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.65  

Bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukan kepada 8 

(delapan) asnāf . Namun adanya perintah tersebut menyebabkan 

banyak perselisihan mengenai apakah zakat ini harus didistribusikan 

kepada semua golongan atau hanya salah satu.  

 Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur’an al-Adhim 

mengenai pembagian zakat sesuai QS. At-Taubah ayat 60 tersebut 

menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan pembagian dan 

menerangkan hukummnya mengenai golongan-golongan yang 

berhak menerima zakat. Yang kemudian dalam pembagian zakat 

harus sesuai dengan ketentuan-Nya. Sehingga ada beberapapa 

pendapat mengenai pendistribusian zakat kepada mustaḥiq, yang 

mana berkaitan dengan pembagian dari golongan yang telah 

 
64 QS. At-Taubah ayat 60. 
65 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022), hlm, 196. 
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disebutkan pada QS. At-Taubah ayat 60, kemudian adanya 

perkembangan dan perbedaan kebutuhan dari dulu dan sekarang 

menyebabkan ada prioritas di dalamnya.  

1) Imam Syafi’i dan murid-muridnya yang berkata bahwa, 

“Apabila yang membagikan zakat adalah pemilik harta 

itu sendiri atau wakilnya, maka bagian ‘āmil zakat gugur 

dan zakat tersebut wajib dibagikan kepada tujuh 

golongan yang tersisa jika mereka semua ada. Jika tidak 

semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang 

ada saja. Satu golongan pun yang ada tidak boleh 

dilewati. Jika pembagi zakat melewatinya, ia 

menanggung bagiannya.” 66  

Artinya bahwa apabila zakat itu diserahkan langsung 

oleh muzakki  kepada golongan yang berhak tanpa 

melalui ‘āmil, maka gugurlah hak ‘āmil sebagaimana 

‘āmil ini merupakan salah satu golongan yang berhak 

menerima zakat. Sehingga zakat harus diberikan kepada 

ketujuh golongan yang lain (fakir, miskin, mu’allaf, 

gārīmin, hamba sahaya, fīsabīlillāh, ibnu sabīl).  

2) Sedangkan Malik berpendapat bahwa zakat harus 

dibagikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan yang 

membutuhkan untuk didahulukan.  

 
66 Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fikih Sunnah 

Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 161.  
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3) Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berpendapat bahwa wajib 

zakat bebas membagikan zakat kepada golongan mana 

saja yang ia kehendaki.  

4) Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa pembagi zakat 

dapat membagikannya kepada salah satu diantara 

golongan yang berhak menerima.67 

5) Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa zakat boleh 

diberikan kepada golongan-golongan yang dirasa penting 

saja.  

6) Kemudian Ibnul Jauzi juga berpendapat bahwa zakat 

boleh diserahkan kepada sesuatu golongan saja, ini 

berdasarkan pada hadis Mu’adz. Maksudnya adalah 

apabila kita menyerahkan zakat kepada golongan fakir, 

maka mereka merupakan suatu golongan dari yang 

delapan 

Dari banyaknya pendapat yang telah disebutkan diatas, terlihat 

bahwa pemaknaan dari ayat QS. At-Taubah ayat 60 ini 

menimbulkan banyak perselisihan dari beberapapa ulama dan ahli 

imu mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga 

disini dapat dijelaskan bahwa makna dari 8 (delapan) golongan yang 

berhak menerima zakat di dalam Al-Qur’an dapat dilihat dari segi 

lafadz dan dilihat dari segi maksud. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa:  

 
67 Ibid, hlm. 161. 
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1) Apabila dilihat dari segi maksud zakat itu diberikan kepada 

golongan atau pihak yang membutuhkan.  

2) Kemudian semua golongan yang disebutkan di dalam Al-

Qur’an (segi lafdz) untuk memberi tahu semua pihak yang 

berhak menerima dan untuk membedakan tiap-tiap pihak 

dari yang lain. Sehingga tidak ada kewajiban untuk semua 

golongan harus diberi zakat tanpa ada satupun yang 

terlewati.   

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan dari penyebutan 

golongan-golongan dalam ayat tersebut untuk menerangkan tentang 

golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan 

kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut. Dalam 

hal ini bahwa dapat ditegaskan mengenai pembagian zakat yang 

mana Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifahnya membagi 

zakat dengan melihat kepada kemaslahatan, derajat mereka yang 

berhak menerima dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi.68 

c. Mekanisme Pendistribusian Zakat  

Pendistrubusian dana zakat agar berjalan efesien dan efektif 

memerlukan mekanisme sehingga zakat tersebut akan tepat sasaran 

sesuai dengan syari’at, sehingga dana zakat yang sudah dihimpun 

dan dikelola oleh lembaga amil zakat harus langsung diserahkan 

kepada penerima zakat sesuai skala prioritas sesuai dengan program 

 
68 Khalid bin Ali al-Masyiqah, Fikih Zakat Kontemporer, penerjemah Aan Wahyudi, 

(Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), hlm. 194. 
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yang ada. Pada hal ini, zakat bisa di distribusikan dengan mekanisme 

zakat bersifat konsumtif dan zakat bersifat produktif, namun dalam 

pendistribusiannya kepada mustaḥiq tidak hanya bisa dilakukan 

dengan dua cara melainkan bisa tiga cara yaitu: distribusi konsumtif, 

distribusi produktif, dan investasi.69  

Kemudian mekanisme pendistribusian zakat harus 

memperhatikan ketentuan dalam kegiatannya, yang mana distribusi 

dana zakat ini diutamakan pada lingkungan terdekat dengan 

lembaga zakat yang satu wilayah dengan penerimanya. Artinya, 

apabila penerima tidak dalam kewilayahan yang sama dengan 

lembaga zakat tersebut dan terdapat lembaga zakat di wilayahnya, 

maka ia tidak diprioritaskan untuk menerima zakat dari lembaga 

zakat di wilayah yang lain, melainkan dia berhak untuk 

diprioritaskan menerima zakat dari lembaga zakat yang satu wilayah 

dengannya. Adapun dalam kegiatan pendistribusian zakat harus 

merata dengan memperhatikan kaidah-kaidah seperti:70 

1) Apabila zakat yang dihasilkan banyak, maka sepantasnya 

setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing.  

2) Pendistribusian menyeluruh pada golongan yang berhak 

menerima sesuai pada ketentuan.  

 
69 Baiq Ismiati, Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis,-Filosofis dalam Kbeijakan Publik, 

Wonosari: Bintang Pustaka Madani, 2020, hlm. 109-110. 
70 Ibid, hlm. 110. 
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3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada 

beberapapa golongan penerima zakat saja, jika ternyata 

terdapat ada golongan yang membutuhkan kebutuhan 

tersebut dan memerlukan penanganan secara khusus.  

4) Golongan fakir dan miskin dijadikan golongan yang pertama 

sebagai penerima zakat, karena memenuhi kebutuhan 

mereka sehingga tidak tergantung kepada golongan lain 

(meminta/mengemis).  

5) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima 

zakat, sehingga kepercayaan ataupun keyakinan ini bisa 

dilakukan dengan cara menanyakan kepada orang sekitar 

bahwa penerima zakat tersebut benar-benar termasuk orang 

yang berhak atau bukan.  

d. Pendistribusian Zakat kepada Penyandang Disabilitas 

Adanya pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas 

sampai sekarang masih menjadi perdebatan oleh para ulama, karena 

ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Hal ini karena di dalam 

Al-Qur’an secara jelas disebutkan golongan yang berhak menerima 

zakat, yaitu fakir, miskin, ‘āmil zakat, mu’allaf, hamba sahaya, 

orang yang berhutang, fīsabīlillāh, dan ibnu sabīl. Kemudian status 

penyandang disabilitas ini dalam pengaplikasiannya secara umum 

adalah mereka merupakan orang yang memiliki keterbatasan dalam 

beraktivitas. Sehingga bagi mereka yang kurang mampu untuk 
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mencukupi kebutuhan karena keterbatasan tersebut termasuk dari 

delapan golongan yang berhak menerima zakat.  

Dalam hal ini pembahasan terkait distribusi dana zakat 

kepada penyandang disabilitas ada beberapapa ulama yang 

memperbolehkan, karena mereka termasuk tergolong lemah dan 

kurang berdaya. Riwayat at-Tabari meriwayatkan dari Zuher al-

Amiri yang bertanya kepada Abdullah bin Amr Ibnu al-Ash terkait 

sedekah, menyebutkan mengenai harta milik orang-orang cacat yang 

artinya orang-orang lemah yang tak mampu berusaha, yang mana 

disini makna harta milik tersebut adalah sedekah. Kemudian kata-

kata yang disebutkan Abdullah bin Amr merupakan hadis marfu 

yang diterima dari beberapapa sahabat RA.71 Dari pernyataan diatas 

peneliti menyimpulkan bahwa harta yang dimaksud sedekah disini 

juga merupakan harta zakat, sehingga penyandang disabilitas atau 

bisa disebut dengan orang-orang cacat/lemah berhak menerima atas 

zakat.  

Kemudian menurut Yusuf Qardawi mempertegas bahwa 

orang yang dianggap tidak kuat jasmani apabila tidak mempunyai 

usaha yang mencukupi, karena kekuatannya itu tidak dapat untuk 

membeli pakaian penutup aurat dan makanan. Hal ini dimaksudkan 

bahwa apabila penyandang disabilitas disini berasal dari keluarga 

ataupun seseorang yang tidak mampu maupun kekurangan, sehingga 

walaupun memiliki pekerjaan ataupun tidak belum bisa memenuhi 

 
71 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Litera antar Nusa : Bogor, (1999), hlm. 523.  
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kebutuhan hidup individunya atau keluarganya, maka dia termasuk 

kepada golongan yang lemah dan berhak menerima zakat.  

Kemudian adanya kebolehan tersebut dapat kita ketahui dari Hadits 

Riwayat Abu Daud yaitu :  

ٍّ مُكْتسَِبٍّ إِنَّ شِئْتمَُا أعَْطَيْتكُُمَا وَلََ حَظَّ فِيهَا  ٍّ وَلََ لِقَوِي  لِغَنيِ   

“Kalau kalian berdua menginginkannya maka Kami akan 

memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian 

dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang 

mampu untuk bekerja.”72 

Dari hadits ini secara tegas bahwa Rasulullah 

mengharamkan zakat bagi kepada orang kaya atau kepada mereka 

yang mampu untuk berusaha (orang yang mempunyai usaha dengan 

usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan). Jika tidak, maka haram 

baginya untuk berhak menerima zakat. Sehingga tidak ada 

pembenaran untuk menahan zakat bagi orang yang lumpuh, orang 

sakit dan orang lemah. 

e. Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS DIY  

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS DIY pada pelaksanaan kegiatan 

pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas kewilayahan yang 

mana menggunakan dua bentuk pendistribusian:73  

 

72 Abu Daud, Sunan Abu Daud : Volume 2, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 286-287, 

no. 1633. 

 
73 Baiq Ismiati, Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis,-Filosofis dalam Kbeijakan Publik, 

Wonosari: Bintang Pustaka Madani, 2020, hlm. 198. 
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1) Bentuk sesaat, yaitu zakat hanya diberikan kepada seseorang 

satu kali atau sesaat saja. Artinya penyaluran dana zakat 

kepada mustaḥiq tidak disertai dengan target kemandirian 

ekonomi pada diri mustaḥiq, disebabkan mustaḥiq sudah 

tidak memungkinkan untuk mandiri. Sehingga penyaluran 

bentuk sesaat ini berfokus pada orang tua jompo, orang cacat 

yang dimana bantuan ini hanya sesaat dan idealnya seperti 

hibah.  

2) Bentuk pemberdayaan, yaitu penyaluran dana zakat yang 

disertai target untuk merubah keadaan kategori Mustaḥiq 

menjadi Muzakki. Dengan demikian penyaluran zakat 

bersifat produktif dan harus disertai pemahaman yang utuh 

terkait permasalahan yang ada pada mustaḥiq.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan 

dan analisis data yang diperlukan, untuk menjawab persoalan yang dihadapi.  

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga data 

yang di dapatkan berasal dari lapangan atau masyarakat.74 Sedangkan 

pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan fokus 

penggambaran secara menyeluruh mengenai pendistribusian zakat bagi 

penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa 

Yogyakarta (BAZNAS DIY) melalui program DIY Sehat dengan analisis fikih. 

B. Tempat atau Lokasi Penelitian  

Penelitian skripsi ini bertempat pada BAZNAS DIY, di Komplek Kantor 

Wilayah Kementrian Agama, Jalan Sukonandi Nomor 8, Semaki, Kecamatan 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Peneliti 

menjadikan BAZNAS DIY sebagai lokasi penelitian karena memiliki program 

di luar delapan asnāf, yaitu penyandang disabilitas.  

C. Informan Penelitian  

Informan penelitian merupakan subyek yang mendalami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mengerti dan memahami 

 
74 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitia, (JakartaL Mitra Wacana Media, 

2012), hlm. 21 
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objek penelitian.75 Pada penelitian ini terdapat dua informan yaitu Bapak H. 

Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  

Pendayagunaan, kemudian informan kedua adalah Bapak Edi Purnama, S.Pd.i 

selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. 

D. Teknik Penentuan Informan  

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Purposive 

Sampling yaitu dengan pertimbangan berdasarkan yang paling sesuai dengan 

tujuan yang ingin didapatkan. Informan pada penelitian yang dipilih sesuai 

dengan teknik penentuan informan sebagaimana ketentuan dalam huruf c. 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer 

dan sekunder.  

1. Data Primer: Yaitu data yang diperoleh melalui field research atau 

penelitian lapangan yang secara langsung di BAZNAS DIY.  

2. Data Sekunder: Yaitu data sumber data pelengkap atau pendukung dari 

data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literature, 

artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian khusus buku fikih zakat 

bersumber kepada dua buku, yaitu buku Yusuf Qardawi dan buku dari 

Sayyid Sabiq. 

 

 

 
75 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 

hlm. 76 
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F. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data pada peneliti ini, peneliti menggunakan dengan 

cara :  

1. Observasi : Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek 

penelitian dengan melihat langsung kegiatan di lokasi yakni Badan Amil 

Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) dan 

dengan metode observasi ini peneliti gunakan untuk menggunakan data 

secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang 

diperlukan dalam pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas 

dalam program DIY Sehat. 

2. Wawancara : Dalam penelitian ini posisi nara sumber sangat penting, 

sebagai individu yang memiliki informasi. Nara sumber bukan sekedar 

memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih 

memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. 

Maka sumber datanya adalah hasil wawancara Bapak H. Jazilus Sakhok, 

MA, Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  

Pendayagunaan, kemudian informan kedua adalah Bapak Edi Purnama, 

S.Pd.i selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. 

3. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman (guide) 

tertentu, dan semua pertanyaan sudah disiapkan sebelum proses 

wawancara bersama responden.  

4. Dokumentasi: Dokumentasi adalah sebuah kegiatan dimana peneliti 

akan mengumpulkan data dan kemudian menyusunnya untuk kebutuhan 
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penelitian sehingga menjadi melengkapi bahan keterangan berbagai 

persoalan pada penelitian.  

5. Dokumen yang ada secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

dokumen resmi seperti, surat keputusan, surat intruksi dan dokumentasi 

tidak resmi misalnya nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan 

informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.76 Pada penelitian ini 

metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa 

dokumen atau catatan-catatan yang ada di BAZNAS DIY. 

G. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara tringulasi, peneliti 

menggunakan metode ini untuk memudahkan pengujian terhadap data:  

1. Tringulasi kejujuran peneliti: Dapat dilakukan demi terwujudnya 

kejujuran dan kemampuan dalam merekam data ketika wawancara 

secara langsung. Untuk menghindari adanya kesalahan yang dapat 

merusak kejujuran peneliti ketika sedang mengumpulkan data, maka 

perlu dilakukan tringulasi terhadap peneliti dengan cara meminta 

bantuan peneliti lain untuk ikut serta ketika sedang terjadi wawancara 

dan ketika sedang dalam proses perekaman data secara langsung. 

2. Tringulasi dengan sumber data: Dilakukan dengan cara 

membandingkan informasi yang dikatakan orang lain, sehingga 

diadakannya tringulasi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetyahuan 

yang baru berupa kesamaan dan alasan tentang adanya perbedaan. 

 
76 Nur Alifah dan M. Syifa’ul Umam, “Pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi perkawinan Akibat Mariied by Accient”, Jurnal Hukum, Pemikiran dan 

Keislaman : Al Munazhzharah, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm, 84 
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3. Tringulasi dengan metode: Pada penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. 

Sehingga metode tringulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap 

pengguna metode pengumpulan data. Yang mana apakah hasil dapat 

berupa metode observasi, atau hasil observasi sudah sesuai dengan 

informasi yang didapatkan ketika interview. Jika terdapat perbedaan, 

peneliti harus memperhatikan perbedaan yang ada dan juga mencari 

kesamaan data yang didapat dari informan dengan metode yang 

berbeda.  

H. Teknik Analisa Data  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif Miles And Huberman. Yaitu 

aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. 

Analisis  terdiri dari 3 hal utama: Reduksi Data. Penyajian Data dan Penarikan 

Kesimpulan. Sehingga dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling 

terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.  
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1. Pengumpulan Data 

Proses pengambilan data bisa sekaligus dilakukan analisis data. Yang mana 

datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Kemudian 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat 

dalam catatan lapangan. 

2. Reduksi Data 

Tahap ini dilakukan secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian 

berlangsung. Yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan 

mengorganisasikannya.  

3. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpu;an dan pengambilan tindakan.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Dari data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan 

yang didukung dengan bukti kuat pada tahap pengumpulan data.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa 

Yogyakarta (BAZNAS DIY)  

a. Profil BAZNAS DIY  

Sebelum adanya BAZNAS DIY di awali dengan 

terbentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) yang 

ada di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama. Kemudian 

pada tanggal 1 Mei 1989 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Agama Nomor 25/KPTS/1989 dengan tujuan 

menampung dan mengelola zakat yang ada di lingkungan Kantor 

Wilayah Departemen Agama, sehingga diperluas ke lingkungan 

pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

berdasarkan keputuasan bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1991 tentang 

pembinaan BAZIS DIY. Kemudian berdasarkan Keputusan RI 

Nomor 8 Tahun 2001 berdirinya Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang 

dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tugas serta fungsi untuk 

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada 

tingkat nasional.77 

 

 
77 Profil BAZNAS DIY, https://diy.baznas.go.id/home , dikases pada 8 Desember 2022 

pukul 9:34 WIB.  

https://diy.baznas.go.id/home
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b. Struktur BAZNAS DIY 

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 

82/KEP/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS DIY 

Perioede 2021-2026 sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014, maka susunan pengurus 

BAZNAS DIY sebagai berikut:78  

 

Gambar 4.1 Struktur BAZNAS DIY Periode 2021-2026 

 

1) Unsur Pimpinan :  

a) Ketua 

• Dra. Hj. Puji Astuti, M. Si   

b) Wakil Ketua I Bidang Pengumpul 

• Dr. H. Munjahid, M.Ag.   

c) Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  Pendayagunaan  

• H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. 

 
78 Struktur BAZNAS DIY Periode 2021-2026, https://diy.baznas.go.id/profil-struktur-

baznas-daerah-istimewa-yogyakarta-2 , diakses pada 8 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.  

https://diy.baznas.go.id/profil-struktur-baznas-daerah-istimewa-yogyakarta-2
https://diy.baznas.go.id/profil-struktur-baznas-daerah-istimewa-yogyakarta-2
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d) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuanangan dan Pelaporan 

• H. Nursya’bani Purnama, SE. M. Si, CT,CCA. 

e) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum 

• H. Ahmad Luthfi, SS, MA.     

2) Unsur Unit Pelaksana :  

1) Sekretaris dan Koordinator Pelaksana 

• Rachmat Kozara, S.Pd      

2) Bidang Pengumpulan ZIS - DSKL 

• Dedi Hermawan       

3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

• Edi Purnama, S.Pd.i      

4) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

• Riyantiningsih, SE      

5) Bidang Administrasi, SDM dan Umum 

• Ummi Nasyi’ah, S.Ag, M.Si    

c. Visi dan Misi BAZNAS DIY 

1) Visi dari Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa 

Yogyakarta (BAZNAS DIY) yiatu terwujudnya BAZNAS yang 

profesional, efektif dan efesien serta terpercaya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

2) Misi  

a) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS;  

b) Mudahnya pelayanan bagi muzakki dan mustaḥiq;  

c) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai  
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d) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan 

pendayagunaan ZIS;  

e) Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen 

masyarakat.79  

d. Program BAZNAS DIY  

Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS 

DIY) memiliki 5 (lima) program: 

1) DIY Cerdas 

Program ini fokus penyalurannya di bidang pendidikan yang 

mana penyaluran bersifat produktif. Bentuk penyaluran di 

bidang pendidikan ini meliputi:  

a) Beasiswa pendidikan;  

b) Bantuan biaya pendidikan;  

c) Pembinaan keprobadian/karakter.80  

2) DIY Taqwa 

Program DIY Taqwa merupakan penyaluran yang bersifat 

produktif dan penyalurannya di bidang dakwah yang mana 

bertujuan untuk menguatkan akidah kaum mislimin. Bentuk 

penyaluran berupa:  

a) Program pendidikan dan keterampilan bagi da’I dan calon 

da’I;  

 
79 Visi dan Misi BAZNAS DIY, https://diy.baznas.go.id/profil-visi-dan-misi-3 , diakses 

pada 8 Desember 2022 pukul 10.15 WIB.  
80 Program DIY Cerdas, https://diy.baznas.go.id/program-diy-cerdas-131 , diakses pada 

8 Desember 2022 pukul 11.00 WIB 

https://diy.baznas.go.id/profil-visi-dan-misi-3
https://diy.baznas.go.id/program-diy-cerdas-131
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b) Bantuan pengembangan dakwah di masjid, majelis taklim 

sekolah, dan pondok pasantren;  

c) Bantuan pengembangan dakwah di daerah terpencil atau 

rawan perusakan akidah; 

d) Pembekalan penguatan akidah Islam bagi para mu’allaf.81 

3) DIY Sehat 

Penyaluran dana zakat pada bidang kesehatan yang bertujuan 

untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan rehabilitasi. 

Bentuk bantuannya meliputi:  

a) Bantuan biaya pengobatan; 

b) Bantuan kursi roda;  

c) Bantuan alat berjalan;  

d) Bantuan alat pendengaran;  

e) Bantuan kesehatan lain sesuai observasi.82  

4) DIY Peduli 

Program ini merupakan penyaluran yang bersifat kreatif dan 

sesaat atau sementara waktu yang mana tujuannya untuk 

mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahiq prioritas 

dan masyarakat korban bencana alam ataupun konflik sosial. 

Kemudian adanya tim BAZNAS Tanggap Bencana DIY 

diharapkan bisa melayani masyarakat yang membutuhkan 

bantuan. Bentuk bantuannya meliputi:  

 
81 Program DIY Taqwa, https://diy.baznas.go.id/program-diy-taqwa-130 , diakses pada 8 

Desember 2022 pukul 11.10 WIB. 
82 Program DIY Sehat, https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128 , diakses pada 8 

Desember 2022 pukul 11.15 WIB. 

https://diy.baznas.go.id/program-diy-taqwa-130
https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128
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a) Bantuan kebutuhan pangan minimum;  

b) Bantuan kebutuhan pakaian minimum;  

c) Bantuan kebutuhan perumahan minimum;  

d) Bantuan untuk transportasi.83  

5) DIY Sejahtera  

Program ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui 

kegiatan ekonomi produktif dan dikemas secara aktif dan rutin. 

Bentuk programnya seperti:  

a) Pelatihan keterampilan usaha/profesi; 

b) Bantuan modal/akses pekerjaan;  

c) Pendampingan hingga pengembangan karir.  

Yang mana dari program ini sudah ada wujud nyata yang telah 

berjalan seperti Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Usaha, 

Pengembangan Usaha Kelompok, Hewan Ternak, dan masih 

banyak lagi. 84   

Dari kelima program diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS 

DIY berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan zakat 

agar terjadinya kesetaraan dan kesejahteraan antar umat, yang mana 

adanya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dapat memberikan 

beberapapa keuntungan. Pertama, dalam hal menjamin kepastian dan 

kesidiplinan membayar zakat bagi wajib zakat. Kedua, menjaga 

 
83 Program DIY Peduli, https://diy.baznas.go.id/program-diy-peduli-129 , diakses pada 8 

Desember 2022 pukul 11.20 WIB..  
84 Program DIY Sejahtera, https://diy.baznas.go.id/program-diy-sejahtera-127 , diakses 

pada 8 Desember 2022 pukul 11.25 WIB. 

https://diy.baznas.go.id/program-diy-peduli-129
https://diy.baznas.go.id/program-diy-sejahtera-127


58 

 

perasaan rendah hati para mustaḥiq zakat apabila saat menerima zakat 

berhadapan langsung dengan muzakki. Ketiga, tercapainya efesiensi dan 

efektifitas serta sasaran yang dalam penggunaan harta zakat menurut 

skala prioritas pada suatu tempat. Keempat, menunjukkan semangat 

dalam syiar Islam terkait penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.85 

e. Layanan BAZNAS DIY  

BAZNAS DIY memiliki dua layanan, yaitu ada Layanan 

Umum dan Layanan Internal. Pada Layanan Umum terdapat layanan 

berupa: Konsultasi perhitungan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), 

Layanan Jemput Donasi, Kerjasama antar Lembaga, Optimalisasi 

SDM, Pembentukan UPS dan Rekomendasi LAZ. Adapun Layanan 

Internal pada BAZNAS DIY berupa layanan DIY Cerdas, DIY 

Taqwa, DIY Sehat, DIY Peduli, DIY Sejahtera, Advokasi Dakwah.  

 

2. Pendistribusian Zakat yang di Kelola BAZNAS DIY  

Pendistribusian zakat pada BAZNAS DIY berlandaskan kepada 

firman Allah SWT yang mana dana zakat tersebut diserahkan kepada 8 

asnāf:86  

دقََاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ   إِنَّمَا الصَّ

ِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ   قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللَّّٰ قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ ْۗ وَاللَّّٰ  فرَِ يضَةً مِنَ اللَّّٰ

Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, ‘āmil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berhutan, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

 
85 Baiq Ismiati, Loc. Cit., hlm. 112-113.  
86 QS.At-Taubah ayat 60 
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perjalanan, sebagai seuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.87  

Selain itu juga zakat wajib didistribusikan kepada mustaḥiq sesuai 

dengan syariat Islam menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

BAZNAS yaitu menghimpun dan mengelola serta mendistrubusikan dana 

zakat kepada yang berhak menerima yaitu kepada 8 (delapan) asnāf  zakat. 

Dengan adanya 5 (lima) program yang ada pada BAZNAS DIY akan 

memudahkan pendistribusian zakat kepada mustaḥiq agar tepat sasaran. 

Sebelum pelaksanaan pendistribusian zakat, BAZNAS DIY 

mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari para muzakki, yang mana 

dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan baik itu dari 

dana yang dihimpun, penyaluran dana zakat, muzakki maupun 

mustaḥiqnya.  

Tabel 4.1 Data Statistika BAZNAS DIY 2019 s.d 202188 

No Jenis 2019 2020 2021 

1.  

Muzakki  650 Perorangan 650 Perorangan 4652 Perorangan 

22 Lembaga 22 Lembaga - 

2. 

Penghimpunan 

ZIS 

Rp.4.324.750.250 Rp.5.521.357.911 Rp.12.334.528.316 

3. 

Penyaluran ZIS Rp.4.008.307.720 Rp.5.237.540.399 Rp.12.381.516.027 

4. 

Mustaḥiq 118 Perorangan  118 Perorangan 9773 Peroranga 

44 Lembaga 44 Lembaga 180 Lembaga 

Dari data diatas menunjukkan bahwa antusiasme para muzakki 

setiap tahunnya meningkat untuk berzakat baik dari perorangan maupun 

 
87 Tim Al-Qosbah, Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin  (Bandung: PT. Alqosbah 

Karya Indonesia, 2022). 
88 Data Statistika BAZNAS DIY 2019 s.d 2021, 

https://diy.baznas.go.id/home#collapseExample1 , diakses pada 16 Desember 2022 pukul 16.00 

https://diy.baznas.go.id/home#collapseExample1
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lembaga. Dana yang telah dihimpun dan dikelola oleh BAZNAS DIY 

supaya manfaatnya dapat dirasakan muzakki maupun mustaḥiqnya, 

diperlukan pendistribusian yang berdasarkan skala prioritas. Karena pada 

dasarnya konsep pendistribusian pada BAZNAS DIY berfokus kepada skala 

prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 

Kemudian jenis bantuan yang disalurkan berupa konsumtif dan produktif, 

tetapi BAZNAS DIY mengupayakan bantuan tersebut dapat didayagunakan 

dan diperdayakan bagi penerima agar manfaatnya dapat berkelanjutan, yang 

artinya bentuk bantuan tersebut bersifat produktif.   

Salah satu program yang memiliki kebermanfaatan bagi 

penerimanya adalah Program DIY Sehat, program ini pada BAZNAS DIY 

tidak terlepas dari data yang berasal dari pemerintah, baik itu kelurahan, 

kabupaten maupun Dinas Sosial karena pada dasarnya BAZNAS DIY 

dengan pemerintah sejalan dalam visi dan misinya yaitu berfokus untuk 

mengurangi angka kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sehingga BAZNAS DIY dalam fokus kesehatan juga memiliki Klinik 

Pratama Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta di Jalan Imogiri Barat, 

Dobolan, Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY. Rumah 

Sehat ini dikhususkan kepada warga miskin atau kurang mampu yang ada 

di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Pada pelayanan kesehatannya 

dilakukan secara gratis karena tidak memiliki kasir.  

Selain itu pada program DIY Sehat ini juga menjangkau para 

penyandang disabilitas, yang mana penyandang disabilitas adalah orang 
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yang mengalami keadaan keterbatasan (fisik, intelektual, mental maupun 

sensorik) dalam jangka waktu yang panjang dan menyebabkan keterbatasan 

dalam melakukakn sesuatu kegiatan, baik kegiatan individu tersebut 

maupun dengan masyarakat dan lingkungannya. Hal ini menjadikan 

penyandang disabilitas menjadi salah satu golongan yang bisa menerima 

zakat, karena termasuk pada asnāf  fakir dan miskin. Dari hasil wawancara 

yang dilakukan bersama dua informan yaitu Bapak H. Jazilus Sakhok, MA, 

Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  Pendayagunaan, 

kemudian informan kedua adalah Bapak Edi Purnama, S.Pd.i selaku 

pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, ditemukan bahwa 

BAZNAS DIY dalam mendistribusikan dana zakat terutama pada program 

DIY Sehat bagi penyandang disabilitas memperhatikan tentang: Skala 

prioritas, seleksi data dan mekanisme pendistribusian zakat Program DIY 

Sehat bagi penyandang disabilitas. 

a. Pendistribusian Zakat Pada Program BAZNAS DIY Berdasarkan 

Skala Prioritas 

BAZNAS DIY melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang kemudian pelaksanaan kegiatan 

pendistribusian zakat berdasarkan skala priorotas. BAZNAS DIY akan 

menyeleksi beberapapa data mustaḥiq  yang masuk pada program-

program yang ada, apabila salah satu program yang ada di BAZNAS DIY 

dari skala prioritasnya paling utama untuk dilaksanakan, maka BAZNAS 

DIY akan berfokus untuk menuntaskan permasalahan yang ada di 

program tersebut, kemudian akan berlanjut ke program-program 
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BAZNAS DIY yang lain. BAZNAS DIY menyebutkan bahwa pada 

program DIY Sehat termasuk dalam skala prioritas yang kecil. Karena 

prioritas paling besar terletak pada program ekonomi, kemudian 

pendidikan, dakwah, kemanusiaan, lalu kesehatan. Karena dana zakat 

yang diditribusikan kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu 

kesehatan, yang mana alat kesehatan ini termasuk kebutuhan primer.89  

“Terkait dengan prioritas di BAZNAS DIY bidang kesehatan itu 

paling kecil daripada bidang yang lain, karena paling besar itu pada 

program ekonomi, pendidikan, advokasi dakwah, kemanusiaan, lalu 

kesehatan. Karena kalau kesehatan itu bantuannya berupa alat bantu, 

untuk itu kami melihatnya bagaimana bantuan itu bisa 

berkelanjutan. Karena alat bantu kesehatan itu termasuk kebutuhan 

primer.” 

 

Dengan demikian dana zakat yang akan didistribusikan tidak hanya 

menumpuk pada permasalahan penyandang disabilitas dan program DIY 

Sehat saja. Kemudian untuk mengoptimalkan bantuan kepada 

penyandang disabilitas, BAZNAS DIY melakukan kolaborasi bersama 

pemerintah maupun dinas sosial yang mampu membawahi penyandang 

disabilitas tersebut agar dapat berkembang dan diperdayakan.  

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian Zakat Bagi 

Penyandang Disabilitas  

BAZNAS DIY dalam membantu penyandang disabilitas yang 

termasuk ke dalam asnāf semaksimal mungkin untuk memenuhi 

kebutuhan seperti hak-haknya untuk mendapatkan aksesibilitas seperti 

alat bantu maupun pengobatan gratis melalui program DIY Sehat. 

BAZNAS DIY berfokus kepada seberapa besar pendapatan yang mereka 

 
89 Pak H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  

Pendayagunaan, wawancara pribadi, 21 November 2022 pukul 13.00 WIB. 
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dapatkan karena BAZNAS DIY menjadikan penyandang disabilitas 

sebagai asnāf masuk kategori fakir dan miskin. Sehingga dibutuhkan 

penyeleksian data yang selektif agar pendistribusian berjalan efektif dan 

tepat sasaran, hal ini dilakukan untuk mencegah kecurangan pada individu 

yang mengajukan data karena sebenarnya individu tersebut orang yang 

mampu dan tidak berhak menerima zakat.  

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Edi Purnama, S.Pd.i 

selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, berikut  

SOP pendistribusian penyandang disabilitas BAZNAS DIY, yang terdiri 

dari: Calon mustaḥiq yaitu penyandang disabilitas, pengajuan berkas dari 

mustaḥiq, administrasi berkas oleh BASNAS DIY, survey, pengajuan 

anggaran dan pendistribusian. 

Gambar 4.2 SOP pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas 

BAZNAS DIY 
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1) Calon Mustaḥiq 

Dalam program DIY Sehat yang berfokus kepada penyandang 

disabilitas, maka disini calon mustaḥiq adalah penyandang disabilitas. Yang 

mana penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya terdapat 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.90 

2) Pengajuan Berkas oleh Mustaḥiq  

Mustaḥiq yang mengajukan berkas ke BAZNAS DIY dapat dibagi 

menjadi dua yaitu, individu dan kelompok, sesuai dengan syarat yang harus 

dipenuhi, Adapun syarat-syarat pengajuan berkas yang diajukan oleh 

mustaḥiq baik individu maupun kelompok memiliki perbedaan. Berikut 

syarat-syarat yang harus dipenuhi mustaḥiq saat mengajukan berkas:91 

a) Pengajuan berkas secara individu, seperti:  

(1) Beragama Islam.  

(2) Surat Keterangan dari Kelurahan (SKTM)  

(3) Fotocopy KK dan KTP 

(4) Profil atau CV.  

Pada bagian profil mustaḥiq yang akan diajukan ke BAZNAS ini 

bentuknya seperti Curiculum Vitae (CV) yang mana berisi surat pengantar 

 
90 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
91 Pak Edi Purnama, S.Pd.i, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara 

pribadi, 21 November 2022 pukul 14.00 WIB. 
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dari yang bersangkutan untuk menyampaikan isinya terkait kebutuhan atau 

permasalahan yang dihadapi.  

b) Pengajuan berkas secara kelompok, seperti:  

(1) Beragama Islam  

(2) Surat Keterangan dari Kelurahan (SKTM)  

(3) Fotocopy KK dan KTP 

(4) Profil  

(5) Rincian kegiatan dan anggaran (RAB) 

Pada pengajuan berkas secara kelompok hampir sama 

dengan berkas individu, namun jumlah yang diajukan bersifat 

banyak dan ditambah dengan rincian kegiatan dan anggaran (RAB). 

Namun harus diketahui bahwa apabila bekerjasama dengan mitra, 

maka syarat-syarat pengajuan berkas berasal dari mitra tersebut 

yang mana akan di assessment oleh mitra tersebut, kemudian data 

yang sudah jadi diserahkan ke BAZNAS DIY. 

Fungsi dari surat keterangan dari kelurahan yang berbentuk 

SKTM berguna sebagai bukti bahwa penyandang disabilitas tersebut 

kurang mampu atau miskin. Karena penyandang disabilitas yang 

berhak menerima zakat adalah penyandang disabilitas miskin. 

Sehingga kategori miskin pada mustaḥiq bisa dilihat dari pendapatan 

perkapita, apabila penyandang disabilitas tersebut termasuk orang 
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yang mampu dan kaya, maka belum bisa dikatakan pantas untuk 

menerima zakat.92 

“Untuk penyeleksian data penyandang disabilitas, kami 

berfokus apakah penyandang disabilitas tersebut masuk 

kategori asnāf  fakir dan miskin ataupun tidak, nah dapat 

dilihat dari pendapatan perkapita. Karena bisa saja si 

penyandang disabilitas ini sebenarnya mampu, sehingga 

dalam penyeleksian data kami cukup ketat.” 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai seleksi wilayah, namun 

ditemukan bahwa untuk penyeleksian wilayah yang dilakukan BAZNAS 

DIY dalam pendistribusian zakat terutama untuk program DIY Sehat, tidak 

memiliki wilayah khusus. Karena yang berwenang dalam penyeleksian 

wilayah adalah dari BAZNAS Kabupaten/kota setempat.93  

“Untuk penyeleksian wilayah, BAZNAS DIY tidak memiliki 

wilayah khusus karena yang sebenanrnya berwenang itu adalah 

BAZNAS Kabupaten/kota setempat. Nah jadi kami lebih 

menitikberatkan pada koordinasi antar BAZNAS DIY dan 

BAZNAS Kabupaten/kota setempat, supaya tidak tumpang tindih 

data. Kemudian BAZNA DIY inikan mengelola anggaran jadi 

bagaimanapun program itu tetap melibatkan BAZNAS 

Kabupaten/kota. Jadi untuk seleksi wilayah itu kewenangan 

BAZNAS setempat, tetapi kalau BAZNAS DIY condong kepada 

data BAPPEDA yang ikut mensukseskan 15 kecamatan yang ada di 

DIY tidak menjadi dibawah angka kemiskinan.” 

Sehingga BAZNAS DIY hanya menitikberatkan pada koordinasi 

antar BAZNAS DIY dan BAZNAS kabupaten/kota agar tidak adanya 

tumpang tindih data, tetapi BAZNAS DIY memiliki kewenangan dalam 

mengelola anggaran, sehingga bagaiamanapun juga program-program yang 

ada pada BAZNAS DIY termasuk DIY Sehat tetap melibatkan BAZNAS 

 
92 Ibid., pukul 14.05 WIB. 
93 Ibid., pukul 14.10 WIB. 
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kabupaten/kota. Karena pada dasarnya data yang digunakan BAZNAS DIY 

lebih kearah data yang ada BAPPEDA, yang kemudian kewenangan 

wilayah tetap milik kabupaten/kotanya sendiri.94 

3) Administrasi Berkas oleh BAZNAS DIY 

Berkas yang sudah masuk ke BAZNAS DIY akan dicatatkan ke 

administrasi dan dilakukan verifikasi oleh BAZNAS DIY berupa 

assesment. Yang mana pada tahap assessment akan dilakukan pencocokan 

berkas mustaḥiq dengan program-program yang sesuai dengan 

kebutuhannya dalam hal ini penyandang disabilitas yang mengajukan 

berkas yang kebutuhannya kepada alat bantu maupun pengobatan akan 

masuk pada program DIY Sehat. Berbeda dengan penyandang disabilitas 

yang mengajukan berkas dengan kebutuhan meminta bantuan untuk usaha 

dan modal, maka akan masuk dalam kategori program BAZNAS DIY yang 

lain.  

4) Survey oleh BAZNAS DIY 

Setelah administrasi berkas, BAZNAS DIY melakukan survey ke 

lokasi mustaḥiq untuk memastikan data yang diajukan berkesesuaian 

dengan keadaan mustaḥiq yang sebenarnya. Sehingga saat survey 

berlangsung BAZNAS DIY bisa melihat apakah mustaḥiq dalam hal ini 

penyandang disabilitas dalam Program DIY Sehat masuk kategori sangat 

membutuhkan bantuan ataukah tidak. Karena bisa saja mustaḥiq tersebut 

sebenarnya masih memiliki alat bantu yang masih bagus, tetapi mengajukan 

bantuan lagi, ataupun mustaḥiq tersebut termasuk orang yang mampu.  

 
94 Ibid., pukul 14.15 WIB. 
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Kemudian dari hasil survey langsung yang telah dilakukan, maka 

BAZNAS DIY selain berfokus memberi bantuan seperti alat bantu pada 

program DIY Sehat, juga melihat penyandang disabilitas tersebut memiliki 

potensi atau tidak untuk bisa dikembangkan dan diperdayakan pada 

program-program yang ada pada BAZNAS DIY. Sehingga penyandang 

disabilitas dapat beraktivitas secara produktif yang kemudian bisa 

mengangkat derajat ekonomi mereka daripada sebelumnya. Apabila 

penyandang disabilitas tidak memiliki potensi untuk di kembangkan dan 

diperdayakan, maka BAZNAS bekerjasama dengan pemerintah yang 

selanjutnya pemerintah yang akan menindak lanjuti perihal tersebut.95 

“BAZNAS harus turun kelapangan baik dengan mitra ataupun 

BAZNAS sendiri. Sehingga apakah difabel ini bisa berkembang 

atau tidak, sehingga jika dari survey si difabel bisa berkembang 

maka akan diperdayakan potensi di disabilitas tersebut. Jika tidak 

kami tidak bisa berbuat apa-apa tetapi pemerintah yang kemudian 

melakukan tindak lanjutinya. Sehingga selain membantu melewati 

alat, Baznas juga mencari potensi dari penyandang disabilitas 

tersebut.”   

 

5) Pengajuan Anggaran  

Setelah BAZNAS DIY melakukan survey, apabila dikatakan layak 

untuk dibantu, maka dilanjutkan dengan menulis hasil dokumentasi 

survey kedalam bentuk pengajuan anggaran. Sehingga dari pengajuan 

anggaran tersebut diajukan kepada bagian keuangan dan akan 

diterangkan mengenai keadaan mustaḥiq tersebut. Sehingga pada tahap 

ini akan terjadi musyawarah, mengenai apakah penyandang disabilitas 

tersebut layak atau tidak, apabila layak bantuan yang akan 

 
95 Ibid., pukul 14.18 WIB. 
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didistribusikan dananya berasal dari dana zakat, infaq ataupun sedekah. 

Kemudian mustaḥiq yaitu penyandang disabilitas tersebut akan masuk 

ke dalam asnāf  yang mana. Sehingga hasil dari tahap tersebut pengajuan 

anggaran yang diajukan dan diterangkan kepada bagian keuangan 

kemudian akan disampaikan ke pimpinan sampai dengan anggaran 

tersebut turun, dengan demikian BAZNAS DIY akan melakukan 

pendistribusian ke dalam program DIY Sehat. 

6) Pendistribusian 

Pada tahap pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas 

melalui program DIY Sehat, BAZNAS DIY mendistribusikan dana 

zakat tersebut disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan 

cara langsung seperti ke TKP, Kantor, maupun e-money. Pelaksanaan 

pendistribusian zakat bersifat kelompok maupun individu, sehingga 

hasil dari wawancara ditemukan  beberapapa daftar penerima bantuan 

dari BAZNAS DIY dari Program DIY Sehat bagi penyandang 

disabilitas: 

Tabel 4.2 Daftar Penerima Bantuan Program DIY Sehat BAZNAS DIY 

bersifat Kelompok 

TGL/BLN/THN PENERIMA ALAMAT JUMLAH JENIS 

BANTUAN 

26/08/2022 Perkumpulan 

Sedekah Bakti 

Kasih Peduli 

Anak Bangsa 

Dusun 

Onggobayan, 

No. 2, 

Ngestiharjo, 

Kasihan, Bantul 

Rp. 1.000.000 Bantuan untuk 

anak 

berkebutuhan 

khusus 

13/06/2022 Sedekah Bakti 

Kasih Peduli 

Anak Bangsa 

Dusun 

Onggobayan, 

No. 2, 

Ngestiharjo, 

Kasihan, Bantul 

Rp. 600.000 Bantuan 

kebutuhan dasar 

anak 

berkebutuhan 

khusus 
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27/10/2022 Perkumpulan 

Peduli Disabilitas 

Bersatu  

Kisis, RT 03/RW 

06, Sambirejo, 

Prambanan 

Rp. 1.000.000 Bantuan Alat 

Kesehatan 

17/10/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul  

Rp. 7.264.702 Bantuan 

Kesehatan 

02/03/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp. 5.375.777 Bantuan 

Kesehatan 

14/03/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp.4.751.217 Bantuan 

Kesehatan 

17/05/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp. 4.384.752 Bantuan 

Kesehatan 

18/10/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp.4.666.425 Bantuan 

Kesehatan 

24/01/2022 Dhuafa di 

Lingkungan 

Krapyak 

Yogyakarta Rp.2.500.000 Bantuan 

Kesehatan 

Tabel 4.3  Daftar Penerima Bantuan Program DIY Sehat BAZNAS DIY 

bersifat Individu 

TGL/BLN/THN PENERIMA ALAMAT JUMLAH ASNĀF  JENIS 

BANTUAN 

25/03/2022 Endang 

Suprihatin 

Simping, 

RT03/RW02, 

Sidomulyo, 

Godean, 

Sleman 

Rp. 

1.000.000 

Miskin Bantuan 

Kesehatan  

10/10/2022 Sukemi Panggul 

Tengah, 

RT03/07, 

Candirejo 

Rp. 

4.000.000 

Miskin Bantuan 

Kesehatan 
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Semanu 

Gunungkidul 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan didapatkan bahwa 

penyandang disabilitas yang mengajukan bantuan pada BAZNAS DIY 

termasuk dalam program DIY Sehat, mereka termasuk ke dalam salah satu 

asnāf  yang berhak menerima zakat yaitu asnāf  miskin. Sehingga untuk 

melihat penyandang disabilitas tersebut termasuk dalam kategori miskin 

BAZNAS DIY menggunakan assessment atau surat pemerintah setempat 

seperti SKTM. Yang mana BAZNAS DIY dalam pelaksanaan 

pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas susah sesuai syariat 

maupun fikih zakat, hal tersebut disampaikan oleh Pak Edi.96 

“Kita melihat penyandang disabilitas ini dari 8 (delapan) asnāf , nah 

dari sana BAZNAS bisa mengukur pendapatan mereka. Apakah 

pendapatan mereka dibawah kemiskinan atau tidak, apabila tidak 

dan diatas kemiskinan dan ternyata mereka sangat butuh bantuan, 

kami biasanya memakai dana infaq. Jadi bentuk bantuannya bukan 

dari dana zakat, tetapi dana infaq. Kalau mereka termasuk kategori 

miskin maka harus pakai ketentutan yaitu adanya assessment atau 

surat pemerintah setempat berupa SKTM.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 Ibid., pukul 21.40 WIB. 
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B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat yang Dikelola BAZNAS DIY dalam 

Program DIY Sehat Terkhususnya pada Penyandang Disabilitas 

Zakat secara ekonomi disini berfungsi distributif yang berarti 

pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari muzakki kepada 

mustaḥiq serta zakat ini memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan 

investasi.97 Dengan demikian dana zakat yang berasal dari muzakki yang 

kemudian dikelola dan dihimpun oleh BAZNAS DIY akan 

didistribusikan kepada para mustaḥiq sesuai dengan landasan syariat, 

yaitu kepada 8 (delapan) asnāf . Namun karena adanya perkembangan, 

menjadikan penyandang disabilitas sebagai golongan yang berhak 

menerima zakat. Hal ini dilakukan oleh BAZNAS DIY untuk 

pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas melalui salah satu 

programnya yaitu DIY Sehat. Pendistribusian zakat berbentuk bantuan 

kesehatan bagi penyandang disabilitas pada program DIY Sehat, seperti : 

Bantuan biaya pengobatan, kursi roda, alat berjalan, alat pendengaran dan 

bantuan kesehatan lain sesuai observasi.98 

a. Pendistribusian Zakat Pada Program DIY Sehat kepada Penyandang 

Disabilitas Termasuk dalam Skala Prioritas Kecil 

Untuk program DIY Sehat dilihat dari skala prioritas, BAZNAS 

DIY menyebutkan bahwa pada program DIY Sehat termasuk dalam skala 

prioritas yang kecil, termasuk penyalurannya kepada penyandang 

 
97 Anita Rahmawaty, Ðistribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemertaan Kesejahteraan 

Melalui Keadilan Distributif”, Jurnal: EQUILIBRUM, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 12. 
98 Program DIY Sehat BAZNAS DIY, https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128 , 

diakses pada 23 November 2022 

https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128
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disabilitas karena prioritas paling besar terletak pada program ekonomi, 

kemudian pendidikan, dakwah, kemanusiaan, lalu kesehatan. Hal ini 

dikarenakan supaya dana zakat yang akan didistribusikan tidak hanya 

menumpuk pada permasalahan penyandang disabilitas dan program DIY 

Sehat saja. Kemudian untuk mengoptimalkan bantuan kepada 

penyandang disabilitas, BAZNAS DIY melakukan kolaborasi bersama 

pemerintah maupun dinas sosial yang mampu membawahi penyandang 

disabilitas tersebut agar dapat berkembang dan diperdayakan.  

b. Bentuk Bantuan kepada Penyandang Disabilitas melalui Program 

DIY Sehat Bersifat Konsumtif 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk bantuan yang 

didistribusikan oleh BAZNAS DIY merupakan bantuan bersifat 

konsumtif, yang mana digunakan untuk alat bantu maupun pengobatan 

sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan mustaḥiq yaitu penyandang 

disabilitas. Kemudian pendistribusian zakat bersifat kelompok maupun 

individu, data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian 

zakat pada Program DIY Sehat kepada kelompok yang mengajukan 

bantuan dan bentuk bantuan berupa uang tunai yang digunakan untuk 

kebutuhan, sesuai dengan jenis bantuan yang diajukan. Terdapat 

perbedaan dengan data yang bersifat kelompok dan individu. Karena pada 

data yang bersifat individu disebutkan secara jelas asnāf  dari orang yang 

mengajukan yaitu penyandang disabilitas bahwa ia merupakan golongan 

miskin sehingga berhak mendapatkan bantuan.   
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Sehingga BAZNAS DIY menyampaikan langsung kepada yang 

bersangkutan baik itu mustaḥiq yang berisfat kelompok maupun individu 

dengan cara langsung seperti ke TKP, Kantor, maupun e-money. Untuk 

saat ini BAZNAS DIY menyalurkan bentuk pendistribusiannya berupa 

uang, karena setiap periode pasti berbeda-beda dalam mekanisme 

pendistribusiannya. Kemudian untuk pendistribusian yang berkaitan 

dengan Mitra, mekanisme pendistribusian lebih kepada bagaimana 

anggaran itu bisa digunakan dengan baik, apakah bisa memudahkan atau 

mempersulit. Sehingga pada pendistribusian zakat melalui program DIY 

kepada Mitra bersifat kondisional tergantung kesepakatan.99 

c. Tidak Bekerjasama dengan Lembaga Maupun Organisasi Mengenai 

Pelaksanaan Pendistribusian 

Pelaksanaan pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas 

BAZNAS DIY tidak bekerjasama dengan lembaga maupun organisasi, 

karena banyaknya perkumpulan yang ada. Sehingga BAZNAS DIY masih 

mencari yang bisa dipercaya untuk membawahi penyandang disabilitas 

dengan data-data yang valid, karena ditakutkan bantuan yang akan 

didistribusikan tidak merata karena permasalahan data yang kurang 

lengkap tersebut.  Oleh karena itu BAZNAS hanya berkoordinasi dengan 

pemerintah, seperti kelurahan maupun Dinas Sosial karena data yang ada 

pada kelurahan, kabupaten maupun Dinas Sosisal bersifat valid, dan data 

tersebut dapat di ukur untuk mengetahui statistika penyandang disabilitas 

dari tahun ketahunnya. Selain itu pada Dinas Sosial terdapat balai yang 

 
99 Pak Edi Purnama, S.Pd.i, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara 

pribadi, 21 Desember 2022 pukul 21.00 WIB. 
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bisa menaungi penyandang disabilitas dari segi bantuan alat kesehatan 

maupun pemberdayaannya.100  

Kemudian penulis menarik kesimpulan dari data yang ditemukan 

bahwa masih ada beberapapa data penerima bantuan dari program DIY Sehat 

yang masih belum di klasifikasikan sesuai jenis mustaḥiq dan jenis 

programnya. Seperti bantuan darurat kesehatan, hanya disebutkan jenis 

bantuannya saja tanpa menyebutkan masuk dalam kategori program apa dan 

mustaḥiq yang menerima tergolong asnāf apa. Sehingga untuk kondisi 

mustaḥiq, golongan mustaḥiq, jenis program belum terlihat jelas di 

beberapapa data yang ditemukan. Namun untuk pelaksanaan pendistribusian 

zakat kepada penyandang disabilitas melalui program DIY Sehat sudah 

berdasarkan skala prioritas, yang mana titik fokus penyandang disabilitas 

yang berhak menerima adalah golongan miskin. 

2. Pandangan Fikih Zakat Terkait Pendistribusian Zakat untuk 

Penyandang Disabilitas Di Badan Amil Zakat Nasional Daerah 

Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) 

Zakat merupakan salah satu pilar dalam upaya pembangunan 

ekonomi Islam, adanya kewajiban zakat ini memiliki fungsi bagi wajib 

zakat maupun penerimanya, yaitu pada fungsi sosial dan ibadah.  Sehingga 

di dalam Islam telah mengatur secara jelas bagaimana pendistribusian atau 

pembagiannya, oleh karena itu pemahaman mengenai pendistribusian zakat 

yang berdasarkan pada nash-nash syariatnya begitu penting. Salah satu 

 
100 Ibid., pukul 21.13 WIB. 
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syariat yang menegaskan pendistribusian zakat ada pada QS. At-Taubah 

ayat 60, bahwa penerima dari zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, ‘āmil zakat, mu’allaf, hamba sahaya, gārīmin,  fīsabīlillāh, 

ibnu sabīl.  Sehingga pada ayat tersebut disebutkan ada delapan golongan 

yang termasuk ke dalam mustaḥiq zakat, namun adanya perintah tersebut 

menyebabkan perselisihan mengenai apakah zakat tersebut wajib 

didistribusikan kepada semua golongan atau salah satu saja.  

Berikut pendapat-pendapat para ulama mengenai pendistribusian 

zakat:  

a. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa apabila zakat itu diserahkan 

langsung oleh muzakki kepada golongan yang berhak tanpa 

melalui ‘āmil, maka gugurlah hak ‘āmil sebagaimana ‘āmil 

tersebut merupakan salah satu golongan yang berhak menerima 

zakat, sehingga zakat harus diberikan kepada ketujuh golongan 

yang lain.  

b. Berbeda pendapat dengan Imam Malik, bahwa zakat harus 

dibagikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan yang 

membutuhkan untuk didahulukan.  

c. Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berpendapat bahwa wajib zakat 

bebas membagikannya kepada dolongan mana saja yang ia 

kehendaki.101  

Dan masih banyak lagi pendapat dari beberapapa ulama fikih dan 

ahli ilmu mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Makna dari 

 
101 Sayyid Sabiq, Loc. Cit., hlm. 161.  
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8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat di dalam Al-Qur’an 

dapat dilihat dari segi lafadz dan dilihat dari segi maksud. Ibnu Rusyd 

berpendapat bahwa :  

a. Apabila dilihat dari segi maksud zakat itu diberikan kepada 

golongan atau pihak yang membutuhkan.  

b. Kemudian semua golongan yang disebutkan di dalam Al-

Qur’an (segi lafadz) untuk memberi tahu semua pihak yang 

berhak menerima dan untuk membedakan tiap-tiap pihak dari 

yang lain.  

Tidak ada kewajiban untuk semua golongan harus diberi zakat tanpa 

ada satupun yang terlewati. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan 

dari penyebutan golongan-golongan dalam ayat tersebut untuk 

menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk 

menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut.  

Pada BAZNAS DIY penyandang disabilitas termasuk golongan 

yang berhak menerima zakat, yang mana pendistribusian zakat kepada 

penyandang disabilitas masih menjadi sesuatu yang baru dan di dalam Al-

Qur’an dan tidak secara spesifik disebutkan mengenai apakah penyandang 

disabilitas berhak menerima zakat. Penyandang disabilitas secara umum 

adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas yang 

menyebabkan kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam 

konteks penelitian ini penulis fokus membahas pandangan fikih zakat terkait 

pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas oleh BAZNAS DIY.  
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Kemudian terdapat beberapapa data penerima pendistribusian zakat yang 

mustaḥiqnya merupakan penyandang disabilitas yang termasuk dalam 

golongan asnāf  miskin, penerima bersifat kelompok dan individu:  

Tabel 4.4 Daftar penerima bantuan program DIY Sehat BAZNAS 

TGL/BLN/THN PENERIMA ALAMAT JUMLAH JENIS 

BANTUAN 

26/08/2022 Perkumpulan 

Sedekah Bakti 

Kasih Peduli 

Anak Bangsa 

Dusun 

Onggobayan, 

No. 2, 

Ngestiharjo, 

Kasihan, Bantul 

Rp. 1.000.000 Bantuan untuk 

anak 

berkebutuhan 

khusus 

13/06/2022 Sedekah Bakti 

Kasih Peduli 

Anak Bangsa 

Dusun 

Onggobayan, 

No. 2, 

Ngestiharjo, 

Kasihan, Bantul 

Rp. 600.000 Bantuan 

kebutuhan dasar 

anak 

berkebutuhan 

khusus 

27/10/2022 Perkumpulan 

Peduli Disabilitas 

Bersatu  

Kisis, RT 03/RW 

06, Sambirejo, 

Prambanan 

Rp. 1.000.000 Bantuan Alat 

Kesehatan 

17/10/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul  

Rp. 7.264.702 Bantuan 

Kesehatan 

02/03/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp. 5.375.777 Bantuan 

Kesehatan 

14/03/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp.4.751.217 Bantuan 

Kesehatan 

17/05/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp. 4.384.752 Bantuan 

Kesehatan 

18/10/2022 UPZ Nur Hidayah Jl. Imogiri 

Timur, Trimulyo, 

Jetis, Bantul 

Rp.4.666.425 Bantuan 

Kesehatan 



79 

 

24/01/2022 Dhuafa di 

Lingkungan 

Krapyak 

Yogyakarta Rp.2.500.000 Bantuan 

Kesehatan 

 

TGL/BLN/THN PENERIMA ALAMAT JUMLAH ASNĀF  JENIS 

BANTUAN 

25/03/2022 Endang 

Suprihatin 

Simping, 

RT03/RW02, 

Sidomulyo, 

Godean, 

Sleman 

Rp. 

1.000.000 

Miskin Bantuan 

Kesehatan  

10/10/2022 Sukemi Panggul 

Tengah, 

RT03/07, 

Candirejo 

Semanu 

Gunungkidul 

Rp. 

4.000.000 

Miskin Bantuan 

Kesehatan 

Praktik di BAZNAS DIY menjadikan penyandang disabilitas masuk 

dalam kategori golongan yang berhak menerima zakat, yaitu termasuk 

dalam asnāf miskin. Karena pada dasarnya penyandang disabilitas yang 

mengajukan bantuan tersebut dikatakan miskin disebabkan belum bisa 

memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk salah satunya adalah 

pemenuhan dalam hal kesehatan. Sehingga penyandang disabilitas yang 

termasuk dalam kategori miskin ini jika di kaitkan dengan definisi miskin 

dari 4 (empat) Imam Mazhab memiliki pendapat yang berbeda seperti: 

a. Imam Abu Hanifah, miskin adalah keadaan seseorang yang tidak 

memiliki harta sedikitpun. 

b. Imam Syafi’i definisi miskin adalah keadaan seseorang yang 

memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan, tetapi dari 

harta atau penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 
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c. Imam Ahmad menyebut miskin adalah seseorang yang 

memperoleh penghasilan dari suatu pekerjaan yang hanya dapat 

memenuhi sebagian dari kebutuhannya saja. 

d. Imam Abu Maliki menyebutkan bahwa miskin adalah orang 

yang sama sekali tidak memiliki harta. 

Dari beberapapa definisi miskin yang telah disebutkan, makna 

miskin disini adalah penyandang disabilitas miskin yaitu mereka yang 

memiliki keterbatasan dalam beraktifitas dan bekerja, sehingga belum bisa 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mereka yang memiliki 

pendapatan dibawah pendapatan perkapita. Sehingga status miskin itu 

dibuktikan dengan assessment maupun surat pemerintah setempat seperti 

SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). 

Kemudian mengenai distribusi dana zakat kepada penyandang 

disabilitas terdapat beberapapa ahli fikih yang memperbolehkan, seperti: 

a. Pendapat yang ditegaskan oleh Yusuf Qardawi, bahwa orang yang 

dianggap tidak kuat jasmani apabila tidak mempunyai usaha yang 

mencukupi, karena kekuatannya itu tidak dapat untuk membeli 

pakaian penutup aurat dan makanan. Hal ini didasari bahwa 

penyandang disabilitas termasuk ke dalam golongan yang lemah 

dan tidak berdaya, sehingga mereka belum bisa untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya.102 

 
102 Yusuf Qardawi, Loc. Cit., hlm. 523. 
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b. Kemudian sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq yang 

memasukkan penyandang disabilitas sebagai penerima zakat pada 

HR. Abu Daud No. 1391, yaitu:103  

حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ حَدَّثنََا عِيسَى بْنُ يوُنسَُ حَدَّثنََا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبَِيهِ  

 ِ ِ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أخَْبرََنيِ رَجُلََنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّّٰ   بْنِ عَدِي 

مُ   ةِ الْوَداَعِ وَهُوَ يقَُس ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حَجَّ أنََّهُمَا أتَيََا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّّٰ

دقََةَ فَسَألَََهُ مِنْهَا فرََفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فرََآنَا جَلْديَْنِ فَقَ  الَ  الصَّ

ٍّ مُكْتسَِبٍّ  ٍّ وَلََ لِقَوِي   إِنَّ شِئْتمَُا أعَْطَيْتكُُمَا وَلََ حَظَّ فِيهَا لِغَنيِ 

“Telah menceritakan kepada Kami Musaddad, telah 

menceritakan kepada Kami Isa bin Yunus, telah menceritakan 

kepada Kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ubaidillah 

bin Adi bin Al Khiyar berkata, telah mengabarkan kepadaku dua 

orang yang telah menemui Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada waktu haji wada' 

sementara beliau sedang membagikan zakat, mereka berdua 

meminta kepada beliau sebagian dari zakat tersebut, lalu beliau 

mengangkat pandangannya kepada Kami lalu menundukkannya 

dan beliau melihat Kami adalah orang yang kuat, lalu beliau 

berkata, "Kalau kalian berdua menginginkannya maka Kami 

akan memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian 

dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang 

mampu untuk bekerja." 

Sedekah yang disebutkan disini adalah harta zakat, yang 

kemudian tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada orang 

yang fisiknya kuat dan sudah bekerja. Selain pendapat dari ahli 

fikih juga terdapat beberapa hadits yang memperkuat pendapat 

mengenai kebolehan penyandang disabilitas menerima zakat, 

seperti: 

 

 
103 Abu Daud, Sunan Abu Daud : Volume 2, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 286-287, 

no. 1633. 
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a. HR. Abu Daud No. 1392, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda:104   

ةٍّ  ٍّ وَلََ لِذِي مِرَّ دقََةَ لََ تحَِلُّ لِقَوِي  ٍّ إِنَّ الصَّ سَوِي   

“Sesungguhnya zakat tidak halal bagi orang yang kuat, dan 

orang yang kuat lagi sehat badan.” 

Hadits ini menguatkan pendapat apabila penyandang disabilitas 

berhak menerima zakat yang mana dari hadits tersebut sependapat 

dengan pendapat para mazhab Syafi’i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Ahmad, 

mengenai orang yang kaya dan memiliki fisik yang sempurna dan kuat 

tidak boleh menerima zakat.  

b. Hadits Riwayat Abu Daud No. 1391, yaitu : 105   

ٍّ وَلََ  ٍّ مُكْتسَِبٍّ إِنَّ شِئْتمَُا أعَْطَيْتكُُمَا وَلََ حَظَّ فِيهَا لِغَنيِ  لِقَوِي   

“Kalau kalian berdua menginginkannya maka Kami akan 

memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian 

dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang 

mampu untuk bekerja.” 

Dari hadits ini secara tegas bahwa Rasulullah 

mengharamkan zakat bagi kepada orang kaya atau kepada mereka 

yang mampu untuk berusaha (orang yang mempunyai usaha dengan 

usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan). Jika tidak, maka haram 

baginya untuk berhak menerima zakat. Sehingga tidak ada 

pembenaran untuk menahan zakat bagi orang yang lumpuh, orang 

sakit dan orang lemah.  

 
104 Abu Daud, Sunan Abu Daud : Volume 2, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 287, no. 

1634. 
105 Abu Daud, Sunan Abu Daud : Volume 2, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 286-287, 

no. 1633. 
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Penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagaimana data hasil 

penelitian di BAZNAS DIY, penyandang disabilitas yang disamakan 

dengan golongan miskin berhak mendapatkan dana zakat terutama dari 

program DIY Sehat sudah sangat tepat. Karena penyandang disabilitas yang 

berhak mendapatkan zakat ialah penyandang disabilitas miskin, yang 

kemudian menurut BAZNAS DIY dapat diukur dengan pendapatan mereka, 

sehingga dibuktikan dengan assessment maupun surat pemerintah setempat 

seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).  

Sementara  bagi penyandang disabilitas yang meminta bantuan 

sangat mendesak diluar dari golongan asnāf  (fakir, orang miskin, ‘āmil, 

mu’allaf, hamba sahaya, gārīmin, fīsabīlillāh, ibnu sabīl) maka 

pendistribusian bantuan dananya bisa berasal dari sedekah maupun infaq.106 

Kemudian golongan fakir dan miskin dijadikan golongan yang pertama 

sebagai penerima zakat, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak 

tergantung kepada golongan lain dan menghindari terjadinya perilaku 

meminta-minta ataupun mengemis.107  

 

 

 

 

 

 
106 Pak Edi Purnama, S.Pd.i, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara 

pribadi, 21 Desember 2022 pukul 21.00 WIB. 
107 Baiq Ismiati, Loc. Cit., hlm. 110. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola BAZNAS DIY bagi 

penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan skala prioritas yang mana 

pendistribusian zakat pada program DIY Sehat termasuk dalam skala 

prioritas yang kecil. Kemudian bantuan yang di berikan kepada 

penyandang disabilitas bersifat konsumtif dan bentuk pendistribusian 

berupa uang yang digunakan untuk pengobatan maupun alat bantu. Dan 

BAZNAS DIY tidak bekerjasama dengan lembaga maupun organisasi 

terkait pendistribusian zakat. 

2. Pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk penyandang 

disabilitas di BAZNAS DIY sudah tepat sasarannya dan sesuai dengan 

syariat. Pada fikih zakat kebolehan penyandang disabilitas mendapatkan 

zakat karena bahwasanya penyandang disabilitas yang berhak 

mendapatkan zakat adalah penyandang disabilitas miskin. Arti miskin 

pada BAZNAS DIY di ukur dari pendapatan penyandang disabilitas 

tersebut, yang mana jika pendapatan penyandang disabilitas tersebut 

dibawah pendapatan perkapita maka bisa disebut miskin dan dibuktikan 

dengan adanya assessment maupun surat pemerintah setempat seperti 

SKTM.  
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B. Saran  

Adapun beberapapa saran yang diberikan ke beberapapa pihak, yaitu:  

1. BAZNAS DIY  

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberi saran terhadap 

penyempurnaan terhadap data-data penerima zakat yang ada pada 

BAZNAS DIY. Yang mana pada data tersebut ditemukan beberapapa 

data penerima bantuan program-program DIY termasuk DIY Sehat 

masih belum diklasifikasikan sesuai jenis mustaḥiq dan jenis 

programnya.  

2. Akademisi  

Diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai analisis penyandang 

disabilitas sebagai mustaḥiq pada program yang ada di BAZNAS DIY 

selain pada program DIY Sehat. Sehingga pengoptimalan terhadap 

penyandang disabilitas dapat menyeluruh, selain di bidang kesehatan 

tetapi juga pada bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN  

Lampiran 1: Surat Keterangan Kegiatan Penelitian  

 

 

 

 



90 

 

Lampiran 2 : Transkip Wawancara  

Transkip Wawancara I 

 

Nama   : H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D.   

Jabatan  : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan  

        Pendayagunaan (I1) 

Tanggal Wawancara  : 21 November 2022 

Tempat Wawancara : BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

Waktu Wawancara : 13.00 WIB – Selesai  

P : Peneliti  I : Informan 

P: Bagaimana BAZNAS DIY mensosialisasikan program yang ada pada BAZNAS 

DIY khususnya DIY Sehat kepada para muzakki dan mustaḥiq? 

I1:  Baznas dalam mensosialisasikan program yang ada lebih menitikberatkan 

kepada manfaat pada program tersebut yang kemudian disampingkan dengan 

pemerintah, sehingga dari sini program yang sudah ada pada BAZNAS bisa 

tereliasisasi dengan baik. Karena pada dasarnya program yang pada BAZNAS tidak 

lepas dari data yang berasal dari pemerintah juga, seperti halnya data pada  

kelurahan dan dinas sosial. Selain data yang didapatkan dari pemerintah tetapi juga 

masyarakat bisa mengajukan datanya, namun biasanya hanya pada program tertentu 

saja. Kemudian BAZNAS dalam kesehatan selain pada BPJS juga memiliki Klinik 

Pratama Rumah Sehat BAZNAS di Jalan Imogiri Barat. Rumah Sehat BAZNAS 

Yogyakarta ini dikhususkan kepada warga miskin atau kurang mampu di wilayah 

Yogyakarta dan sekitarnya, yang mana pelayanan kesehatan dilakukan secara gratis 

karena tidak ada kasir. Sehingga ini termasuk dalam bagian sosialisasi yang 

dilakukan BAZNAS DIY kepada masyarakat. 

P: Apakah BAZNAS DIY memiliki skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan 

pendistribusian zakat, apabila ada penyandang disabilitas termasuk yang mana ?  

I1 : Termasuk skala prioritas, jenis bantuannya itu sesaat karena bantuannya berupa 

alat bantu kesehatan, pengobatan dan lain-lain. 
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P: Bagaimana urgensi penyandang disabilitas sebagai mustaḥiq dalam program 

DIY Sehat menurut BAZNAS DIY?  

I1 : Semua permasalahan yang ada di masyarakat itu penting, asalkan dari dana 

zakat itu memenuhi asnāf . BAZNAS inikan lembaga non struktural sehingga misal 

apabila masalah ini dikelolal LAZ maka akan berbeda. Yang mana BAZNAS 

prinsipnya pemerintah sama dengan pemerintah dan visinya yang sama dan jangan 

sampai bantuan ini menumpuk disalah satu wilayah atau permasalahan saja, 

sehingga perlunya pkoordinasi antara baznas dan pemerintah agar bantuan itu tidak 

menumpuk pada satu permasalahan maupun satu wilayah saja. Hanya 

pendistribusian disini menyesuiakan keuangan, artinya yang mana misal ada 

rencana 100m tetapi hanya bisa menghimpun 1 m, maka jika ada permasalahan, 

maka dilihat dari prioritasnya. Sehingga jika sudah diurutkan sesuai prioritas dan 

permasalahan dari setiap program sehingga nanti ketemulah si difabel. 
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Transkip Wawancara II 

 

Nama   : Edi Purnama, S.Pd.i  

Jabatan  : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan (I2) 

Tanggal Wawancara  : 21 November 2022 &  21 Desember 2022 

Tempat Wawancara : BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta & Zoom 

Waktu Wawancara : 14.00 WIB – Selesai & 21.00 WIB - Selesai 

P : Peneliti  I : Informan 

P: Bagaimana BAZNAS DIY menyeleksi data penyandang disabilitas yang berhak 

menjadi mustaḥiq dalam program DIY Sehat?  

I2: Dilihat dari datanya dulu, apabila dari individu maka berbeda dengan data 

kelurahan. Mengacu pada sektor kemiskinan. Contohnya salah stau kelompok 

difabel dari sleman, terus menyerahkan datanya ke baznas, baznas menerima 

administrasi, kemudian baznas turun kelapangan apakah benar atau tidak, kemudian 

menuliskan dokumen tersebut dalam bentuk pengajuan anggaran, diajukakan ke 

uangan, kemudian menerangkan, kemudian dari keungan menympaikan ke 

pemimpinan, anggaran turun, terjun kelapangan. Sehingga apabila difabel ini 

termasuk orang kaya maka ia tidak termasuk, apabila difabel termasuk miskin yang 

pertama dilihat dari pendapatan berapa, kalau mereka memang butuh alat itu untuk 

aktifitas maka tentu kami bantu. Tapi kami menyesuaiakan dengan keuangan 

(pengumpulan) dan kami koordinasikan dengan mitra-mitra dengan cara mencek 

langsung kelapangan, apakah benar apakah benar orang ini membutuhkan, ataukah 

ada tapi rusak, ataukah masih bagus alat bantunya tapi minta lagi. Setiap 

karakternya berbeda, sehingga baznas harus turun kelapangan baik dengan mitra 

ataupun baznas sendiri. Sehingga apakah difabel ini bisa berkembang atau tidak, 

sehingga jika dari hasil assessment si difabel bisa berkembang maka akan 

dipemberdayakan (potensi si difabel) jika tidak kami tidak bisa berbuat apa-apa 

tetapi pemerintah yang kemudian melakukan tindak lanjutinya. Sehingga selain 

membantu melewati alat, Baznas juga mencari potensi dari difabel tersebut.   
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P: Bagaimana mekanisme penyeleksian wilayah yang dilakukan BAZNAS DIY 

dalam pendistribusian zakat terutama untuk program DIY Sehat? 

I2: Untuk penyeleksian wilayah sendiri, BAZNAS DIY tidak memiliki wilayah, 

tetapi yang memiliki wilayah adalah kabupaten kota. Maka dalam hal ini baznas 

lebih kearah koordinasi bagaimanapun, misal pemerintah kabupaten dengan 

pemerintah  DIY ini itu tetap lebih aktif dikabupaten, sehingga BAZNAS inikan 

mengelola anggaran bagaimanapun program itu melibatkan baznas kabupaten kota. 

Sehingga BAZNAS DIY dengan baznas dijkanupaten berkoordinasi agar tidak 

adanya tumpang tindih data. Secara wilayah itu baznas setempat, kalau BAZNAS 

DIY itu dari data BAPPEDA, yang ikut mensukseskan 15 kecamatan itu tidak 

menjadi dibawah angka kemiskinan. Kewenangan wilayah tetap dikabupaten 

kotanya sendiri. 

P: Bagaimana mekanisme pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola 

BAZNAS DIY dalam program DIY Sehat terkhususnya pada penyandang 

disabilitas?  

I2: Pelaksanaan sama dengan manajemen, intinya perencanaan pelaksanaan, 

laporan, evaluasi. Dan seperti di awal tadi kalau BAZNAS akan melakukan terlebih 

dahulu mengenai seleksi data, administrasi data, survey,  pengajuan anggaran 

kemudian pendistribusian. Yang kemudian pelaksanaan pendistribusan itu apabila 

sudah layak maka tidak aka nada survey lagi dan bidang pendistribusian akan 

menyampaikan kepada yang bersangkutan baik itu langkahnya ke lokasi langsung 

atau dengan e-money. Nah kalau di mitra juga begitu tetapi di mitra kondisional 

dan bagaimana anggaran itu bisa digunakan dengan baik. Sehingga bantuannya 

berupa uang, yang mana setiap periode BAZNAS pasti berbeda tergantung di tahap 

perencanaan.  

P: Apakah BAZNAS DIY bekerjasama dalam pendistribusian zakat melalui 

program DIY Sehat  dengan Lembaga maupun organisasi yang membantu dalam 

kegiatan pendistrubusian dana zakat tersebut?  
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I2: Sampai saat ini baznas masih mencari formulasi, karna baznas melihat banyak 

perkumpulan, sehingga masih mencari yang busa dipercaya untuk membawahi 

orang-orang difabel. Artinya Kalau membaca dri dinas sosial itu pasti ada balai, dan 

setiap balai ada alumni alumni dri kelurahan, dan dikabupaten juga ada datanya, di 

kelurahan ada datanya. Sehingga baznas hanya menggunakan koordinasi dari 

bawah maupun atas, dan dana bantuan dr baznasnya itukan sedikit maka kami 

menggunakan skla prioritas tadi. Misalnya bahwa dri kecamatan ini difabelnya 

tahun ini dibantu dulu, lalu nanti jika berkurang maka datanya bisa diukur. 

Ditakutkannya jika bekerjasama nanti bantuannya tidak merata, dari data juga 

belum tentu valid dan lengkap seperti data yang ada di kelurahan maupun dinas 

sosial,  

P: Bagaimana pemaknaan distribusi zakat untuk 8 (delapan) asnāf pada kasus 

disabilitas? 

I2: Lebih kepada asnāf miskin. 

P: Apa yang menjadi landasan ataupun dasar BAZNAS DIY menjadikan 

penyandang disabilitas sebagai salah satu mustaḥiq? 

I2: Landasannya itu karena disabilitas ini termasuk asnāf  yaitu miskin 

P: Apakah pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS DIY 

kepada penyandang disabilitas sudah sesuai dengan syari’at maupun fikih zakat ? 

I2: Kita melihat penyandang disabilitas ini dari 8 (delapan) asnāf, nah dari sana 

BAZNAS bisa mengukur pendapatan mereka. Apakah pendapatan mereka dibawah 

kemiskinan atau tidak, apabila tidak dan diatas kemiskinan dan ternyata mereka 

sangat butuh bantuan, kami biasanya memakai dana infaq. Jadi bentuk bantuannya 

bukan dari dana zakat, tetapi dana infaq. Kalau mereka termasuk kategori miskin 

maka harus pakai ketentutan yaitu adanya assessment atau surat pemerintah 

setempat berupa SKTM. 
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Lampiran 3 : Dokumentasi 

 

Wawancara pribadi dengan  Pak Edi Purnama, S.Pd.i selaku pelaksana Bidang 

Pendistribusian dan Pendayagunaan 

 

Kuitansi bantuan kepada penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat 

 

 



96 

 

CURICULUM VITAE 

 



97 

 

 


